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ABSTRAK 

 

Nama : Ayu Nazira    

NIM : 170102211 

Fakultas/Prodi : Syari‟ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari‟ah 

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Pembayaran 

Indent Dalam Perspektif Akad Bai‟ Al-Urbun. 

(Suatu Penelitian pada Showroom di Kota Banda 

Aceh) 

Tanggal Sidang : 31 Desember 2021 

Tebal Skripsi : 80 Halaman 

Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si 

Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag 

Kata Kunci : Jual beli, Pembayaran Indent, Bai‟ Al-urbun 

Salah satu praktek jual beli yang berkembang di masyarakat adalah jual beli 

mobil dengan sistem indent. Indent merupakan suatu keadaan dimana 

pembeli harus menunggu barang yang dipesan kemudian pembeli diharuskan 

melakukan pembayaran indent atau uang muka sebagai jaminan dan 

keseriusan akan transaksi tersebut. Jual beli dengan uang muka dalam islam 

disebut Bai‟ Al-urbun. Praktek jual beli indent biasanya terjadi saat customer 

ingin membeli mobil yang banyak diminati dan langka. Banyak showroom di 

Kota Banda Aceh yang memberikan fasilitas transaksi ini. Oleh karena itu 

penulis ingin meneliti tentang bagaimana mekanisme pembayaran indent 

pada showroom di Kota Banda Aceh dan bagaiman perspektif akad bai‟ al-

urbun terhadap jual beli mobil dengan pembayaran indent. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriftif 

analitik, yakni peneliti membuat deskipsi secara sistematis, kemudian data-

data yang sudah didapat akan dianalisis sesuai dengan hukum Islam. Hasil 

penelitian yang diperoleh dari beberapa showroom di Kota Banda Aceh 

yaitu, mekanisme transaksi dengan pembayaran indent dimulai dengan 

customer mengisi dan menanda tangani Surat Pesanan Kendaraan (SPK) 

kemudian memberikan uang muka sejumlah Rp.5000.000 (lima juta rupiah) 

sebagai tanda keseriusan dalam memesan dan untuk mendapatkan nomor 

indentan. Setelah itu customer akan menunggu mobil ready dan melunasi 

sisa pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Setelah ditinjau, 

transaksi jual beli mobil dengan pembayaran indent  pada showroom di Kota 

Banda Aceh sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dari akad bai‟ al-

urbun. Namun, disarankan untuk kedua belah pihak agar lebih teliti dan hati-

hati saat proses pembuatan kontrak hal ini agar kedua pihak bebas dari 

kerugian yang tidak terduga.  
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KATA PENGANTAR 

 

 

 ثغى الله انشدًٍ انشدٛى

، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعدوالصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله  

Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah SWT. Yang 

mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nyalah kepada penulis, 

sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh 

perjuangan dan kesabaran karena dalam penulisan skripsi ini sangat banyak 

kendala yang penulis hadapi namun berkat rahmat-Nya penulis dapat 

menyelesaikannya. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan 

kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat 

beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh 

dengna ilmu pengetahuan ini. 

Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, dengan segala 

keterbatasan yang penulis miliki akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

sebuah karya ilmiah yang berjudul Transaksi Jual Beli Mobil dengan 

Pembayaran Indent dalam Perspektif Akad Bai’ Al-Urbun. (Suatu 

Penelitian Pada Showroom di Kota Banda Aceh) 

Karya ilmiah ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang 

merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus 

untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. 

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah melibatkan banyak pihak yang 

membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan 

ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak 

kepada: 
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1. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan saya waktu 

dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan 

tepat waktu. Telah memberi saya kecerdasan sehingga saya dapat 

berfikir dan menulis skripsi ini. Terimakasih juga kepada nabi 

Muhammad Saw yang telah membawa umat kepada dunia yang 

berpendidikan seperti yang saya rasa saat ini.  

2. Kepada orangtua dan keluarga tercinta saya mengucapkan terima 

kasih, sayang, dan cinta sebesar-besarnya. Penulis utarakan dari 

lubuk hati yang paling dalam terimakasih telah membiayai, 

menyayangi, mengasihi, dan mengayomi penulis dengan sepenuh hati 

serta telah menjadi orang terbaik dalam hidup penulis. Terimakasih 

telah memberikan dukungan dan doa yang tak terhingga untuk 

penulis. Terimakasih untuk seluruh kebahagiaan serta pendidikan 

yang begitu istimewa.  

3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., ph.D selaku Dekan Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Arifin 

Abdullah, S.HI,. M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari‟ah 

beserta seluruh staff yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari‟ah. 

4. Bapak Dr. Bismi Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.i selaku pembing I dan  

bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah 

banyak meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan 

bimbingan yang terbaik untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag. yang 

telah membimbing dalam menyelesaikan tahap pertama yaitu 

proposal skripsi. Semoga Allah membalas jasa Bapak dan Allah 

mudahkan segala urusan, sehat walafiyat, dimudahkan rezeki dan 

semoga selalu dalam lindungan-Nya. 
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5. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu 

serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal 

hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini. 

6. Kepada pihak showroom-showroom di Kota Banda Aceh yang telah 

meluangkan waktu dan bekerjasama sehingga penulis dapat 

melakukan penelitian. 

7. Ucapan terimakasih juga penulis utarakan kepada sahabat-sahabat 

yang telah membatu secara moral sehingga penulis semangat dalam 

menulis skripsi ini, kepada JUAQ, kepada Nadiatul Hikmah yang 

telah membantu saya secara langsung dan menemani saat menulis 

skripsi ini, kepada M. Naufal Alya yang selalu menyemangati,setia 

dan sabar mendengar keluh kesah yang saya alami, kepada sahabat 

seperjuangan yang setia membantu, menemani, dan menyemangati 

baik dalam lingkup dunia perkuliahan maupun diluar serta seluruh 

teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. 

8. Ucapkan terimakasih yang terakhir saya ucapkan kepada diri sendiri 

yang telah berhasil menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini. 

Terimakasih kepada saya yang telah semangat dan tidak menyerah 

dalam menulis tugas ini. Terimakasih kepada saya karena telah 

percaya kepada diri sendiri bahwa saya akan berhasil membuat tugas 

akhir ini.  

Hanya do‟a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang 

telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu 

per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak. Semoga Allah SWT 

memberikan rezeki serta umur yang penuh keberkahan dan membalas 

seluruh kebaikan kalian.  



 

ix 
 

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman 

penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang 

bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang 

ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai 

positif dalam bidang ilmu pengetahuan. 

Banda Aceh, 31 Desember 2021 

Penulis,  

 

 

Ayu Nazira
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TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987 

 

1. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 

Latin. 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huru

f 

Latin 

Nam

a 

 ا

Alῑf tidak 

dilamba

ngkan 

tidak 

dilambang

kan 

 غ

țā‟ Ț te 

(deng

an 

titik 

di 

bawa

h) 

 ة

Bā‟ B Be 

 ظ

ẓa ẓ zet 

(deng

an 

titik 

di 

bawa

h)  
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 د

Tā‟ T Te 

 ع

„ain „ koma 

terbal

ik (di 

atas)  

 س

Śa‟ Ś es (dengan 

titik di 

atas) 

 غ

Gain G Ge 

 Fā‟ F Ef ف  Jῑm J je ج

 ح

Hā‟ ḥ ha 

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ق

Qāf Q Ki 

 Kāf K Ka ن Khā‟ Kh ka dan ha ر

 Lām L El ل Dāl D De د

 ر

Żal Ż zet 

(dengan 

titik di 

atas) 

 و

Mῑm M Em 

 Rā‟ R Er ٌ Nūn N En س

 Zai Z Zet ٔ Wau W We ص

 Sῑn S Es ِ Hā‟ H Ha ط

 ػ
Syῑn Sy es dan ye 

 ء
Hamz

ah 

„ Apost

rof 
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 ص

Șād Ș es (dengan 

titik di 

bawah) 

٘ 

Yā‟ Y Ye 

 ض

Ḍad ḍ de 

(dengan 

titik di 

bawah) 

 

   

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal tunggal  

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ََ  fatḥah A A 

 َِ  Kasrah I I 

 َُ  ḍammah U U 

2) Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu: 
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Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama 

 ... ْ٘ ََ  fatḥah dan yā‟ Ai a dan i 

... ْٔ ََ  fatḥah dan wāu Au a dan u 

Contoh: 

 kataba- كَزتََ   

 fa„ala- فَعَمَ   

 żukira- رُكِشَ   

 yażhabu- ٚزََْْتُ   

 su‟ila- عُئمَِ   

ْٛفَ     kaifa- كَ

لَ    ْٕ َْ -haula 

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 

dan Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ا... ََ ...ٖ ََ  fatḥah dan alῑf atau 

yā‟ 

Ā a dan garis di 

atas 

... ْ٘  kasrah dan yā‟ ῑ i dan garis di 

atas 

 ْٔ ... َُ  ḍammah dan wāu Ū u dan garis di 

atas 
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Contoh: 

 qāla- لَب لَ   

 ramā- سَيَٗ  

ْٛمَ     qῑla- لِ

لُ    ْٕ  yaqūlu- َٚمُ

 

4. Tā’ marbūțah 

 Transliterasi untuk tā‟marbūțah ada dua: 

1) Tā‟ marbūțah hidup 

tā‟ marbūțah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah „t‟. 

2) Tā‟ marbūțah mati 

tā‟ marbūțah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, 

transliterasinya adalah „h‟. 

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā‟ marbūțah 

ituditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ظَخاُْلأَغْفَب لِ  ْٔ  rauḍ ah al-ațfāl- سَ

   -rauḍ atul ațfāl 

سَحُ  َّٕ َُ ًُ َُْٚخاُ نْ ذِ ًَ  al-Madῑnah al-Munawwarah- انَْ

   -AL-Madῑnatul-Munawwarah 

 țalḥah-     غهَْذَخُ 

 

5. Syaddah (Tasydῑd) 

 Syaddah atau tasydῑd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan 

sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydῑd, dalam transliterasi ini tanda 



 

xv 
 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

بَ  rabbanā- سَثَُّ

ل  nazzala-  َضََّ

 al-birr-  انجِش  

 al-ḥajj-  انذجّ 

ىَ   nu„ „ima-  َعُِّ

 

6. Kata sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas 

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang 

diikuti huruf qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang 

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf qamariyyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanda sempang. 
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Contoh: 

 ar-rajulu- اسّجُمُ   

 as-sayyidatu- اعَِّٛذَحُ   

ظُ    ًْ  asy-syamsu- اشَ

 al-qalamu- انمهََىُ   

ْٚعُ     al-badῑ„u- انجذَِ

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

ٌَ رَ  ْٔ أ خُزُ    -ta‟ khużūna 

ء ْٕ  ‟an-nau-   انَُّ

ْٛئ  syai‟un-   شَ

 ٌَّ  inna-   إِ

 umirtu-   أيُِشْدُ 

 akala-   أكََمَ 

8. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata 

lain yang mengikutinya. 
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Contoh: 

 ٍَ ْٛ اصِلَ ْٛشُانشَّ خَ َٕ إََّبلله نَُٓ َٔ  -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqῑn 

   -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqῑn 

 ٌَ ْٛضَا ًِ انْ َٕ ْٛهَ اانْكَ ْٕ فُ ْٔ  Fa auf al-kaila wa al-mῑzān- فَأ

   -Fa auful-kaila wal- mῑzān 

ْٛىُ انْخَهِٙ  Ibrāhῑm al-Khalῑl-   إثْشَاَْ

    -Ibrāhῑmul-Khalῑl 

يُشْعَب ْبَثِغْىِ اللهِ  َٔ يَجْشَاَْب   -Bismillāhi majrahā wa mursāh 

ْٛذ للهِ عَهَٗ انُّب طِ دِج  انْجَ َٔ            -Wa lillāhi „ala an-nāsi ḥijju al-baiti 

ِّ عَجِٛلْا  ْٛ ٍِ اعْزَطَب عَ إنَ  Man istațā„a ilahi sabῑla-               يَ

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana 

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 

لٌ  ْٕ ذٌ إلاَّسَعُ ًّ ب يُذَ يا أ   -Wa mā Muhammadun illā rasul 

أ ظِ  ْٛذٍ  نَط ثَ ّٔ ٌَّ أ عَ نهَُّب طِ إِ   -Inna awwala baitin wuḍ i„a linnāsi 

خَ يُجَب سَكَخا   lallażῑ bibakkata mubārakkan-  نهَزِّ٘ ثِجَكَّ

 ٌُ ِّ انْمشُْأ ْٛ َْضِلَ فِ ٌَ انزَِ٘ أ ْٓشُسَيَعَب -Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fῑh al- شَ

Qur‟ānu 

-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fῑhil 

qur‟ānu 

 ٍِ ْٛ جِ ًُ نَمذَْسَاَُِ ثِب لأفُكُِ انْ َٔ   -Wa laqad ra‟āhu bil-ufuq al-mubῑn 

     -Wa laqad ra‟āhu bil-ufuqil-mubῑni 
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 ٍَ ْٛ ًِ ذُ للهِ سَةِّ انْعَب نَ ًْ  Alhamdu lillāhi rabbi al-„ālamῑn-  انْذَ

     -Alhamdu lillāhi rabbil „ālamῑn 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

ْٚتٌ  فْزَخٌ لشَِ َٔ ٍَ اللهِ   Nasrun minallāhi wa fatḥun qarῑb- ََصْشٌيِ

ْٛعا  ًِ  Lillāhi al-amru jamῑ„an- للهِ الأيْشُ جَ

ءٍ عَهِٛىٌْ  ْٙ اللهُ ثِكُمِّ شَ َٔ  -Wallāha bikulli syai„in „alῑm 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid. 

Catatan: 

Modifikasi  

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

   Contoh: Șamad Ibn Sulaimān. 

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia  
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Jual beli merupakan kegiatan yang telah dikenal dan dipraktekkan sejak 

lama oleh masyarakat. Transaksi jual beli dilakukan sebagai pemenuhan akan 

kebutuhan baik bersifat primer, sekunder maupun tersier. Jual beli (al-bai‟) 

secara bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli 

merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut transaksi dua sisi yang 

terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. 

Secara konseptual transaksi jual beli menurut Imam Hanafi dilakukan 

pada segala objek yang disukai oleh konsumen dan bisa disimpan sampai waktu 

dibutuhkan. Pada konsep ini imam Hanafi membuat entitas tentang objek jual 

beli yang merupakan harta atau mâl. Standar sesuatu itu disebut mâl adalah 

ketika semua orang atau sebagian dari masyarakat memperkaya diri dengan mâl  

tersebut. Berdasarkan hal ini manfaat dan hak-hak tidak termasuk dalam 

kategori mâl, sedangkan  mayoritas ahli fiqh menjelaskan hak dan manfaat 

termasuk harta yang bernilai.
1
 Menurut Imam Maliki jual beli merupakan 

perikatan atau perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak untuk  

menukarkan suatu barang yang memiliki „ain atau nampak wujudnya bukan 

manfaat benda tersebut yang diperjualbelikan.
2
  

Imam Syafi‟i menjelaskan jual beli sebagai praktek tukar menukar antara 

barang dengan barang atau barang dengan uang yang berlandasakan unsur 

kerelaan dan disertai pemindahan hak kepemilikan. Pada pendapat ini Imam 

Syafi‟i mengharuskan bahwa dalam jual beli itu tidak boleh ada keterpaksaan 

yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan serta barang yang diperjua

                                                             
1
 Ibnu Mas‟ud, Fiqih Madzhab Syafi‟i  Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat, 

(Bandung CV. Pustaka Setia, 1992), hlm.22. 
2
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.69. 
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belikan itu harus barang yang dibolehkan oleh syara‟ yaitu barang yang 

halal dan bermanfaat. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra‟d ayat 11 yang 

berbunyi :  

بَاتٌ مِنْ بَ يِْْ يَدَيْ  ٰ لَوُ مُعَقِّ مَُا بِقَوْمٍ حَتَّه وِ وَمِنْ خَلْفِوِ يََْفَظوُنوَُ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ ۗ إِنه اللَّهَ لََ يُ غَيِّّ
ُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلََ مَرَده لَوُ ۚ وَمَالََمُْ مِنْ دُونوِِ مِنْ وَ  وُا مَا بِِنَْ فُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّه ٍٍ يُ غَيِّّ ا  

Artinya :  

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia. 

Pada pendapat ini Imam Syafi‟i mengharuskan bahwa dalam jual beli itu 

tidak boleh ada keterpaksaan yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan 

serta barang yang diperjual belikan itu harus barang yang dibolehkan oleh 

syara‟ yaitu barang yang halal dan bermanfaat.
3
 Sedangkan menurut Imam 

Hambali jual beli merupakan transaksi tukar menukar suatu barang yang 

berharga dan disertai dengan pemindahan kepemilikan.
4
 

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata pengertian jual beli yang dimaksud 

berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang dijanapabilan.
5
 Bentuk kegiatan yang dilakukan 

dalam jual beli adalah transaksi antara dua pihak dengan cara menukarkan objek 

tertentu dengan ganti atas objek tersebut yang nilai nominalnya sesuai dan 

                                                             
3
 As-Syafi‟i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan kitab Al Umm, 

penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2013), hlm. 1 
4
 Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mugni al Muhtaj Ila Ma‟rifati Ma‟ani al-Fadz al-

Manhaj, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm, 320  
5
 R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk 

Wetboek, cet.35 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 366.  
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disertai pelepasan akan hak milik dari satu pihak kepada pihak yang lain 

berdasarkan asas kerelaan dari masing-masing pihak dan sesuai dengan 

perjanjian yang telah dibuat.
6
  

Praktek jual beli tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah apabila syarat 

dan rukun tidak terpenuhi. Penjual dan pembeli juga harus mengetahui bentuk, 

takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan objek 

dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena 

perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Objek jual beli dapat 

dibayarkan pada saat transaksi dan dapat diserahkan pula dikemudian hari.
7
 Hal 

ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 : 

نَكُمْ  تَ رَاضٍ مِنْكُمْ ۚ يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لََ تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ بِِلْبَاطِلِ إِلَه أَنْ تَكُونَ تَِِارَةً عَن ْ
 وَلََ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ ۚ إِنه اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. 

 

Salah satu praktek jual beli yang kini berkembang di masyarakat adalah 

jual beli dengan sistem indent. Jual beli system indent merupakan jual beli 

dimana pembelinya harus memesan terlebih dahulu barangnya serta membayar 

uang muka sebagai jaminan untuk pemesanan mobil. Istilah uang muka atau 

panjar dalam fiqih disebut dengan Bai‟ Al- Urbun, secara bahasa artinya tanda 

jadi transaksi dalam jual beli. Sebagian ulama menyatakan, yaitu jual beli yang 

dilakukan dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu kepada penjual 

sebagai tanda jadi dan apabila transaksi itu sempurna maka uang muka tersebut 

                                                             
6
  Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia,  Cet 1, Prenada Media, (Jakarta, 

2005), hlm. 101. 
7
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 124. 
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dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Apabila transaksi tidak dilanjutkan, 

maka uang yang dibayarkan di muka dianggap hibah dari pembeli untuk 

penjual.
8
  

Uang muka pada bai‟ al-urbun ini berfungsi sebagai refleksi dari 

kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang, penjual merasa untuk 

meminta uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh- sungguh atas 

transaksi yang dilakukan. Selain itu uang tersebut juga digunakan sebagai buffer 

atas transaksi yang dilakukan kedua pihak. Uang tersebut dapat dijadikan 

sebagai back-up atas kerugian penjual, apabila calon pembeli membatalkan 

transaksi.
9
  

Implementasi dari bai‟al-urbun ini cenderung fleksibel dan dapat 

diimplentasikan oleh berbagai pihak sesuai kesepakatan. Salah satu segmen 

yang sering menggunakan akad bai‟ al-urbun ini adalah showroom mobil, 

karena bisnis otomotif menuntut fleksibelitas yang tinggi. Bai‟ al-urbun sering 

disandingkan dengan indent yaitu jual beli dimana pembeli harus menunggu 

barang yang dipesan serta membayarkan uang tanda jadi sebagai jaminan. 

Dalam bai‟ al-urbun pembeli mempunyai hak untuk membuat pilihan mengenai 

objek yang ingin dimilikinya. Ketika pembeli telah memilih dan memberikan 

uang muka terhadap objek yang dipilihnya, penjual tidak berhak untuk menjual 

objek kepada pembeli lain. Harga barang dan tempo menunggu  akan yang 

disetujui bersama-sama melalui sebuah kontrak yang disediakan oleh penjual.
10

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu sales showroom di 

Banda Aceh mengatakan perbedaan antara indent dengan uang muka yaitu uang 

muka atau panjar adalah pengikat dalam jual beli indent, tidak akan terjadi 

proses indent apabila tidak ada uang muka dalam transaksinya. Dalam hal ini 

                                                             
8
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), hlm. 43 
9
 Ibid  

10
 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), alih bahasa, 

Mujahidin Muhayan, hlm. 37-38. 
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dapat disimpulkan bahwa indent merupakan proses tunggu unit sedangkan uang 

muka adalah uang penjamin yang dibayarkan costumer kepada pihak showroom 

dalam proses transaksi indent. 

Dalam transaksi jual beli mobil di showroom sales akan menawarkan 

berbagai jenis tipe mobil yang diperjualan belikan dengan system indent. Dari 

hasil observasi yang telah dilakukan di salah satu showroom di Banda Aceh 

customer diwajibkan membayar uang muka sebesar Rp.5.000.000 untuk apapun 

jenis unit kecuali jenis unit Alphard yang merupakan mobil mewah, untuk unit 

Alphard uang muka yang ditentukan  sebesar Rp. 10.000.000.
11

 Sedangkan pada 

showroom lainnya customer juga harus membayar uang panjar sebesar 

Rp.5000.000.
12

 

Tenggat waktunya adalah selama 1 bulan, namun ketika pandemi covid 

terjadi customer harus menunggu selama 120 hari atau 4 bulan. Pada showroom 

lainnya tenggat waktu yang ditentukan tergantung dengan jenis unitnya, apabila 

unitnya ready maka customer bisa langsung mendapatkan mobil namun apabila 

tidak ready maka customer diharuskan menunggu tergantung dimana posisi stok 

mobil, biasanya customer harus menunggu selama 1-2 bulan. 

Praktik jual beli mobil dengan pembayaran indent pada showroom- 

showroom di Banda Aceh saat ini cenderung meningkat. Hal ini disebabkan 

pada satu sisi karena adanya kemudahan yang ditawarkan oleh pihak showroom 

kepada customer untuk memiliki kendaraan yang diinginkannya dan sesuai 

dengan perkembangan mode. Perkembangan teknologi kini mempermudah 

proses transaksi jual beli, transaksi bisa di lakukan via online tanpa harus ke 

showroomnya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan dengan semakin 

mudahnya transaksi dilakukan maka banyak oknum-oknum yang memanfaatkan 

keadaan demi keuntungannya sendiri.  

                                                             
11

 Hasil wawancara dengan Rayyan Azmi, sales showroom Toyota PT Dunia Barusa 

pada tanggal 1 september 2020 
12

 Hasil wawancara dengan Sari, sales Showroom Mitsubishi Arista Banda Aceh pada 

tanggal 6 september 2020 
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Di samping itu akad yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli 

terdapat perjanjian yang di dalamnya bisa saja menimbulkan kerugikan bagi 

pihak salah satu pihak. Apabila merasa dirugikan maka customer dapat 

membatalkan secara sepihak kontrak tersebut dengan menerima konsekuensi 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak showroom. Hal ini 

menimbulkan keresahan bagi para customer yang masih awam dengan transaksi 

jual beli mobil secara indent, oleh sebab itu pada tahap ini customer dianjurkan 

untuk lebih teliti agar terhindar dari kerugian.  

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

kajian transaksi jual beli tentang “ TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL 

DENGAN PEMBAYARAN INDENT DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI’ 

AL-URBUN  (Suatu Penelitian pada Showroom di Kota Banda Aceh) ”.  

 

B. Rumusan Masalah  

 Permasalahan dalam penelitian merupakan inti pembahasan, karena 

setiap permasalahan yang telah diformat menjadi fokus penelitian. Untuk itu 

dalam seluruh proses penelitian, peneliti harus menjadikan permasalahan 

sebagai main problem yang harus dicari solusinya melalui data-data berupa fakta 

empiris dan juga ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan dasar yuridis 

formalnya dan juga konsep fiqh yang memiliki nilai normatif dari hukum syara‟. 

Adapun permasalahan penelitian skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah mekanisme pembayaran indent pada showroom di Kota 

Banda Aceh?  

2. Bagaimana perspektif akad bai‟ al-urbun terhadap praktek jual beli 

mobil melalui pembayaran indent di showroom Kota Banda Aceh? 
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C. Tujuan Pembahasan 

Penelitian skripsi ini penulis lakukan untuk memperoleh informasi secara 

ilmiah dengan memenuhi standar objektif dan valid serta penyusunan secara 

sistematis untuk tujuan yang telah didesain dan diformat sebagai berikut yaitu : 

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran indent pada showroom di 

Kota Banda Aceh. 

2. Untuk menganalisis persepektif akad bai‟ al-urbun terhadap jual beli 

mobil dengan pembayaran indent pada showroom di Kota Banda Aceh. 

 

D. Penjelasan Istilah  

Penjelasan istilah dalam skripsi ini penulis paparkan berupa rangkaian 

kata dan frase dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis 

memahami substansi dari rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk 

judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel 

penelitian dengan jelas dan juga fokus. Penjelasan istilah ini penulis paparkan 

dalam bentuk frase yang terdiri dari: 

1. Transaksi Jual Beli 

Transaksi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan 

perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah 

ataupun berkurang, transaksi biasanya melibatkan paling sedikit dua belah pihak 

yaitu pembeli dan penjual.
13

 Jual beli menurut istilah fiqh disebut dengan al-bai‟ 

yang berarti menjual,menukar, dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang 

lain.
14

  Definisi lain menyebutkan jual beli merupakan suatu kegiatan tukar 

menukar barang atau barang dengan harta, yang dilakukan antara pembeli dan 

                                                             
13

 Muhammad dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam, (Malang: CV. Cita Intrans 

Selaras,2014), hlm.59. 
14

 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia…, hlm.101 
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penjual dengan sighat yaitu ungkapan ijab dan qabul yang dilakukan secara 

sukarela oleh masing-masing pihak dan sesuai dengan ketentuan syara‟.
15

 

Dalam penelitian ini terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli 

mobil. Pihak pembeli memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan mobil 

sedangkan pihak penjual menjual mobil miliknya dan akan mendapatkan 

bayaran dari proses transaksi jual beli tersebut.  

2. Pembayaran Indent  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pembayaran memiliki arti 

proses, cara, perbuatan membayar. Indent diartikan sebagai pembelian barang 

dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu.
16

. Indent dapat diartikan 

sebagai keadaan dimana pembeli menunggu barang yang dipesan, yang mana 

penjual sedang mengusahakan untuk mendapatkan barang tersebut dan pembeli 

akan memberikan uang muka sebagai jaminan. Hal diartikan bahwa pembayaran 

indent adalah proses transaksi yang terjadi dalam jual beli indent, dalam hal ini 

pembayarannya adalah proses pembayaran uang muka atau tanda jadi.  

3. Showroom  

Showroom dalam bahasa indonesia berarti ruang pamer, biasa 

didefinisikan sebagai tempat untuk memamerkan produk tertentu, seperti 

otomotif, furniture dan lain-lain. Fungsinya untuk meningkatkan pemasaran. 

Showroom harus dapat membawa suasan dan memberi image bagi para 

pengunjung mengenai showroom itu sendiri dan produk-produk yang 

dipamerkan.
17

  

4. Akad Ba‟i Al-Urbun 

Panjar dalam bahasa Arab adalah al 'urbuun. Kata ini memiliki 

persamaan kata dengan al urbaan, al 'urbaan dan al-urbuun. Secara bahasa 

                                                             
15

 Abdul Rahman Ghazali, M.A. dkk. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012),hlm.68 
16

 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta,PN. Balai Pustaka, 

, 2007), hlm. 145 
17

 Marco Tanjaya, Stephanus P. Honggowidjaja, “Perancangan Interior Showroom 

Honda Surabaya Center”, Jurnal Intra, Vol.6, No. 1, 2017, hlm.30. 
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artinya, tanda jadi transaksi dalam jual beli. Gambaran bentuk jual beli ini yaitu, 

sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada si 

penjual. Bila transaksi dilanjutkan maka uang muka itu dimasukkan ke dalam 

harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka 

menjadi milik si penjual.
18

 Jadi bai‟al-urbun adalah suatu transaksi jual beli 

dengan menggunakan sistem panjar atau uang muka.  

 

E. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka perlu dibuat dalam penulisan karya ilmiah termasuk 

skripsi untuk perumusan dan pendataan terhadap temuan dari penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti terdahulu guna menghindari plagiasi sehingga 

penelitian tersebut lebih otentik dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai karya 

ilmiah. 

Penelitian ini membahas tentang “ Transaksi Jual Beli Dengan Penetapan 

Indent Dalam Perspektif Akad Jual Beli (Suatu Penelitian Pada Showroom- 

Showroom di Kota Banda Aceh). Judul ini secara umum telah dibahas oleh 

peneliti sebelumnya namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda yaitu 

tentang transaksi jual beli mobil pada showroom Mitsubishi dan Toyota PT 

Dunia Barusa terhadap penetapan indent. Secara lebih jelas peneliti paparkan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian sebagai berikut: 

 Pertama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil 

Dengan Sistem Indent (Studi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 

7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”, ditulis oleh Wariskun Lillah pada 

tahun 2018. Salah satu perusahaan yang menjual mobil dengan system indent 

adalah Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2. Perusahaan ini 

mefasilitasi pembelinya dengan sistem indent. bersamaan dengan menunggunya 

barang yang dipesan oleh pihak customer serta telah melakukan akad di awal. 

                                                             
18

 Ibid.,hlm.43. 
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disamping itu akad yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli terdapat 

perjanjian yang didalamnya bisa menimbulkan kerugikan bagi pihak customer.   

 Rumusan masalah dalam penelitian adalah pertama, Bagaimana praktek 

jual-beli mobil indent di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM.7,2 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta? Kedua, Bagaimana akad transaksi jual 

beli indent yang dilakukan di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM.7,2 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menurut pandangan hukum Islam? 

Adapun hasil penelitian sebagai berikut Mekanisme proses transaksi jual beli 

indent customer mengisi serta menanda tangani Surat Pesanan Kendaraan (SPK) 

dan memberikan sejumlah uang minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) 

sebagai keseriusan dalam memesan dan untuk mendapatkan nonor indentan. 

disamping itu customer melengkapi persyaratan yang diminta pihak dealer. 

Secara keseluruhan akad perjanjian yang diterapkan oleh pihak Astra 

International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta diperbolehkan dan sesuai dengan hukum islam serta dikuatkan 

dengan beberapa dalil yang ada.
19

 

 Pada skripsi yang ditulis oleh Wariskun Lillah fokusnya yaitu pandangan 

hokum islam terhadap indent sedangkan penelitian yang penulis lakukan 

fokusnya dalam perspektif akad jual beli. Yang membedakannya adalah hokum 

islam itu lebih luas atau lebih umum dibandingkan dengan akad jual beli yang 

merupakan salah satu bagian dari hukum islam. Objek yang dibahas dalam 

skripsi ini sama dengan penulis, namun yang membedakan penulis membuat 

perbandingan menggunakan dua showroom dalam penelitian ini.  

 Kedua, “Jual Beli Alat Terapi Kesehatan Dengan Sistem Indent Menurut 

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Losari Kecamatan Rembang  

Kabupaten Purbalingga)”, ditulis oleh Mukhamad Choerul Adnan pada tahun 

                                                             
19

 Wariskun Lillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil 

Dengan Sistem Indent”, skripsi, (Yogyakarta : Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia, 2018) 
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2017. Praktek jual beli alat terapi kesehatan dengan sistem indent di Desa Losari 

merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang di lakukan antara penjual 

dan pembeli yang mana proses pembayarannya dilakukan di awal secara tunai  

dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari yang disertai surat perjanjian 

dalam transaksi tersebut. Akan tetapi di dalam perjanjian pada saat transaksi 

terjadi pihak penjual tidak memberikan kejelasan waktu penyerahan barang. Hal 

ini dapat memicu ke dalam jual beli garar yang dilarang oleh agama Islam 

karena dapat merugikan salah satu pihak.  

Rumusan masalah dalam penelitian adalah pertama, Bagaimana praktek 

jual beli Alat terapi kesehatan dengan sistem indent/pesanan yang dilakukan di 

Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dan kedua, 

Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek jual beli alat terapi 

kesehatan dengan sistem indent/pesanan di Desa Losari Kecamatan Rembang 

Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian sebagai berikut : bahwa praktik jual 

beli alat terapi kesehatan dengan sistem indent ini adalah tidak sesuai dengan 

hukum Islam (tidak diperbolehkan), karena objek jual beli atau alat terapi 

kesehatan yang dijual dengan sistem pesanan harus di sebutkan waktu 

penyerahan barangnya dengan jelas. Jadi dalam praktik jual beli tersebut tidak 

dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur garar yang dapat merugikan 

salah satu pihak.
20

 

 Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Mukhamad Choerul Adnan 

terdapat perbedaan yang sangat jelas dari segi objek jual belinya. Skripsi di atas 

fokus penelitiannya yaitu jual beli terhadap alat terapi kesehatan dengan sistem 

indent dalam perspektif hukum islam sedangkan penelitian yang penulis lakukan 

berfokus pada jual beli terhadap mobil dengan sistem indent dalam perspektif 

akad jual beli.  

                                                             
20

 Mukhamad Choerul Adnan, Jual Beli Alat Terapi Kesehatan Dengan Sistem Indent 

Menurut Perspektif Hukum Islam”, skripsi, (Purwokerto : Fakultas Syaria‟ah Institut Agama 

Islam Negeri, 2017) 
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Ketiga, “Pertanggungjawaban Pihak Penjual Atas Wanprestasi dalam 

Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent Pada Dealer Mobil di PT Sun 

Motor Yogyakarta”, ditulis oleh Hanik Desi Pramesthi pada tahun 2011. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestsu dalam 

pelaksanaan perjanjian jual beli mobil dengan sistem indent pada PT. Sun Motor 

Yogyakarta serta untuk mengetahui cara-cara penyelesaian wanprestasi dalam 

perjanjian jual beli mobil dengan sistem di PT. Sun Motor Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa di PT. Sun Motor 

Yogyakarta terdapat adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli indent yang 

dilakukan oleh pihak penjual maupun maupun pihak pembeli.  

Wanprestasi yang dilakukan oleh penjual berupa pesanan tidak tepat 

waktu yang sesuai dalam surat perjanjian awal, adanya cacat tersembunyi 

terhadap mobil yang dibeli oleh konsumen. Sedangkan wanprestasi yang 

dilakukan oleh pihak pembeli berupa konsumen menggati tipe yang akan dibeli, 

konsumen membatalkan indent secara sepihak, dan konsumen terlambat 

membayar pelunasan pembayaran sesuai jadwal dalam perjanjian. Adapun cara 

penyelesainnya yang dilakukan oleh PT. Sun Motor Yogyakarta bila terjadi 

wanprestasi dalam jual beli mobil dengan sistem indent ini mengutamakan 

prinsip musyawarah dengan tujuan kepuasan dan kenyamanan konsumen serta 

menjaga nama baik PT. Sun Motor Yogyakarta.
21

 

Perbedaan penelitian Hanik dengan penulis terdapat pada aspek yang 

diteliti. Pada skripsi Hanik menitikberatkan aspek perlindungan hukum dan 

membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh PT.Sun Motor Yogyakarta. 

Sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis menitikberatkan pada perspektif 

akad jualbeli.  

                                                             
21

 Hanik Desi Pramesti, “Pertanggungjawaban Pihak Penjual Atas Wanprestasi dalam 

Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent Pada Dealer Mobil di PT Sun Motor 

Yogyakarta”, Skripsi, (Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011) 
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Keempat, “Jual Beli Spare Part Komputer Dengan Sistem Indent 

Perpspektif Fiqih Syafi‟iyah (Studi Kasus di Malang Town Square)”, ditulis 

oleh Budi Wibowo Wicaksono pada tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana praktek jual beli spare part komputer dengan sistem 

indent di MATOS pada masa sekarang ini dan bagaimana praktek indent 

tersebut menurut pandangan fiqh syafi‟iyah. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa sistem indent yang berlaku di MATOS, pembayarannya 

tergantung pada konsumen atau pemesan, dalam arti boleh memberi uang muka 

(DP/Cash) maupun tidak memberi sama sekali. Tempo penyerahan barangnya 

ditentukan oleh penjual karena pengiriman barang dari agen tidak pasti. 

Kemudian tempat penyerahan barangnya bisa dilakukan ditempat transaksi 

(toko) maupun diluar toko (dikirim ke alamat pemesan). Apabila barang yang 

dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri atau jenin barang saat transaksi, maka 

dilihat dulu kesalahan dimana dan dipihak siapa (penjual/pembeli).  

Ditinjau dari segi rukun salam menurut fiqh syafi‟iyah semuanya dapat 

terpenuhi, akan tetapi apabila dilihat dari segi syaratnya, sistem indent di 

MATOS kurang memenuhi syarat, yaitu pembayaran penuh tidak dilakukan 

dimuka dan apabila pada waktu penyerahan barang yang dipesan tidak sesuai 

pesanan, barangnya dapat digangi dengan barang yang harga atau jenisnya sama. 

Secara praktis sistem indent seperti ini hukumnya diperbolehkan, karena barang 

yang diperjual belikan halal dan dapat dihadirkan pada tempo yang ditentukan 

sehingga terhindar dari perbuatan penipuan (gharar).
22

 

Perbedaan antara skripsi Budi dengan penulis terdapat pada variable 

yang diteliti dan perspektif hukumnya. Budi meneliti tentang jual beli spare part 

dalam perspektif fiqh syafi‟iyah sedangkan penulis meneliti tentang jual beli 

mobil dalam perpspektif akad jual beli. Yang membedakannya adalah dalam 

                                                             
22

 Budi Wibowo Wicaksono, “Jual Beli Spare Part Komputer Dengan Sistem Indent 

Perpspektif Fiqih Syafi‟iyah”, skripsi, (Malang: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri 

Malang, 2008). 
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perspektif akad jual beli itu terdapat banyak pendapat fuqaha sedangkan dalam 

syafiiiyah hanya membahas tentang fiqh syafiiyah saja.  

Kelima “Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Indent 

Mobil (Studi di PT Nasmoco Janti-Yogyakarta)”, ditulis oleh Muhammad Nur 

Chamid pada tahun 2007. Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena transaksi 

jual-beli mobil dengan sistem indent atau sistem pemesanan yang banyak 

dilakukan oleh perusahaan demi memenuhi kebutuhan konsumen. Permasalahan 

yang ingin diteliti di skripsi ini adalah bagaimana konsep transaksi indent mobil 

di PT Nasmoco bila ditinjau dari sisi hukum islam, bagaimana perubahan harga 

di luar kesepakatan awal dan penangguhan barang pesanan.  

Hasil penelitian ditemukan bahwa : Pertama, mekanisme transaksi 

indent mobil yang berlaku di PT Nasmoco Janti-Yogyakarta yaitu dengan 

memesan kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dengan 

mengisi form pemesanan yang berisi klausul-klausul pemesanan serta aturan-

aturan pemesanan, kemudian membayarkan sejumlah uang sebagai tanda jadi 

sekaligus sebagai pengikat kedua belah pihak, selanjutnya pengambilan 

barangnya dilakukan dikemudian hari sesuai komitmen awal.   

Kedua, bila dalam kesepakatan awal tidak dijelaskan atau tidak adanya 

pemberitahuan tentang perubahan harga dan penyerahan barang dan hal tersebut 

terjadi ketika jatuh tempo maka sesuai hak dan kewajiban dapat dilakukan 

perjanjian baru akan tetapi apabila di awal sudah ada pemberitahuan terlebih 

dulu dan sudah menyepakati adanya resiko apapun yang terjadi maka risiko 

ditanggung konsumen berdasarkan kesepakatan atau sebagaimana yang telah di 

syari‟atkan islam yaitu menggunakan hak khiyar bagi keduanya untuk 

menghindari perselisihan.  

Ketiga, dalam transaksi indent mobil yang berlaku di PT Nasmoco bila 

ditinjau dari sisi hukum Islam dapat di kategorikan dengan system jual-beli 

salam dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dengan 

ketetuan kedua belah pihak harus mau mengganti kerugian dan menanggung 
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risiko sekiranya baik konsumen maupun produsen merasa dirugikan baik dalam 

segi waktu maupun materi serta harus adanya unsur keadilan. Akan tetapi 

faktanya mekanisme yang berlaku di PT Nasmoco terdapat ketidak sesuain 

dengan hukum islam, karena masih ada pihak konsumen yang merasa tidak 

adanya keadilan dari prusahaan terkait dengan pembatalan transaksi dan tidak 

adanya penggantian kerugian baik waktu ataupun materi dari perusahaan ketika 

hal tersebut terjadi.
23

 

Skripsi di atas fokusnya yaitu pandangan hukum Islam terhadap indent 

sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokusnya dalam perspektif akad jual 

beli. Yang membedakannya adalah hukum Islam itu lebih luas atau lebih umum 

dibandingkan dengan akad jual beli yang merupakan salah satu bagian dari 

hukum islam.  

 

F. Metodologi Penelitian  

Setiap penelitian membutuhkan data-data  yang valid yang dapat diuji 

objektivitas dan reliabilitasnya sebagai syarat validitas data yang ditetapkan 

dalam metodologi penelitian. Untuk memperoleh data, baik secara konseptual 

maupun data empiris diperlukan metode tertentu sehingga hasil penelitiannya 

dapat teruji karena telah menggunakan metodologi penelitian ilmiah.  

Dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan pada riset 

skripsi ini penulis harus membuat prosedur atau langkah-langkah penelitian 

dengan pola yang terstruktur, sistematis dan mengggunakan fakta-fakta empirik 

serta menganalisisnya secara logis.  

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang jual beli 

dengan pembayaran indent dalam perspektif akad bai‟ al urbun yang diteliti 

pada showroom di Kota Banda Aceh ini adalah dengan menetukan tempat 

                                                             
23

 Muhammad Nur Chamid, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli 

Indent Mobil”, skripsi, (Yogyakarta : Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2007). 
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penelitian. Penulis akan memilih beberapa showroom yang ada di Kota Banda 

Aceh untuk menjadi tempat penelitian. Untuk menghasilkan solusi tepat dari 

permasalahan yang telah  penulis rumuskan sebagai substansi masalah maka 

dibutuhkan prosedur penelitian yang  penulis tetapkan langkah-langkahnya 

sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mengunakan metode 

deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini 

sesuai dengan tujuan peneliti yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai 

transaksi jual beli dengan pembayaran indent pada showroom di Kota Banda 

Aceh. Peneliti membuat deskipsi secara sistematis, kemudian data-data yang 

sudah ada dianalisis sesuai hukum islam. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan purposive sampling untuk menentukan subjek/objek sesuai 

tujuan
24

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data sebagai objek kajian ini maka penulis harus 

menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk konsep dan 

data empirik dari lokasi penelitian di showroom – showroom di Kota Banda 

Aceh. Adapun prosedur penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut: 

a. Penelitian kepustakaan (library research) 

Penelitian kepustakaan merupakan  penelitian yang dilakukan untuk 

memperoleh konsep dan teori-teori sebagai data sekunder pada penelitian ini. 

Proses penelitiannya dilakukan dengan cara membaca, dan mempelajari, konsep 

tentang jual beli dengan system indent  dari berbagai literatur baik buku, jurnal 

maupun artikel. 

b. Penelitian lapangan (field research) 

                                                             
24

 Djam‟an Santori, dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hlm. 47 
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Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data 

utama pada penelitian ini di showroom Mitsubishi Arista, Toyota PT Dunia 

Barusa dan Suzuki yang diperoleh secara langsung dari pihak sales yang bekerja 

kedua showroom tersebut. Data yang dibutuhkan di sini berupa fakta kinerja 

sales dan praktik lapangan tentang jual beli mobil menggunakan metode 

pembayaran indent.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berbagai metode yang 

dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut 

a) Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk guiden 

interview. Wawancara dilakukan dengan karyawan atau sales counter 

satu showroom Mitsubishi Arista, Toyota PT Dunia Barusa dan Suzuki 

dalam mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara 

langsung. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang berisi daftar pertanyaan sesuai tujuan yang ingin 

diketahui.  

b) Dokumentasi  

Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu  surat 

kontrak atau SPK (Surat Pembelian Kendaraan),  

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah yaitu tempat yang dipilih oleh peneliti untuk 

memperoleh dan menemukan data yang diperlukan dalam penulisan karya 

ilmiah ini, adapun lokasi dari penelitian ini berada di showroom Mitsubishi 

Arista dan Toyota PT Dunia Barusa, Suzuki Banda Aceh. 

5. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data  sebagai alat yang digunakan untuk me-

record seluruh data yang diperoleh sehingga memudahkan pada pengumpulan 

dan analisisnya. Hasil penelitian direkam dan ditulis baik menggunakan Hp 
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maupun ditulis menggunakan pulpen, penulis juga membutuhkan kamera dan 

handphone untuk mendokumentasikan seluruh data yang diperoleh dari pihak 

responden. 

 

6. Analisis Data 

Analisis data penulis lakukan untuk memahami keseluruhan data yang 

telah terkumpul. Data baik diperoleh melalui interview maupun dokumentasi 

akan ditatalaksanakan dalam bentuk proses analisis data dengan langkah-

langkah sebagi berikut.: 

a. Klasifikasi data 

  Setelah data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi dalam bentuk 

data sekunder dan data primer yang secara terstruktur akan disusun 

dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan urutan bab. 

b. Penilaian data 

  Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian 

agar diketahui tingkat validitas dan objektivitasnya, sehingga dengan 

penilaian tersebut akan dihasilkan data valid yang sangat dibutuhkan 

dalam penelitian skripsi ini. 

c. Interprestasi data 

  Interprestasi data penulis melakukan penafsiran, analisis, dan 

pemaparan seluruh data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif 

sebagai langkah penyajian data kualitatif. Dengan interpretasi ini penulis 

dapat menyaapabilan data yang valid untuk keseluruhan informasi 

penting pada skripsi ini. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk 

mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara 
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menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab 

menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling 

terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

Bab satu, merupakan Pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan 

mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab dua, penulis menjelaskan Konsep Jual Beli dengan pembayaran 

indent dalam perspektif akad Bai‟ Al urbun, dengan komposisi subbabnya 

sebagai berikut: Pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli 

pengertian dan dasar hukum akad Bai‟Al Urbun, pengertian dan dasar hukum 

indent serta manfaat transaksi Bai‟Al Urbun dalam Perekonomian. 

Bab tiga, penulis menjabarkan tentang transaksi jual beli beli dengan 

pembayaran indent pada showroom- showroom yang berada di Kota Banda 

Aceh dalam perspektif akad Bai‟ Al urbun dengan subbab sebagai berikut : 

Gambaran umum showroom, mekanisme transaksi jual beli mobil dengan 

pembayaran indent, Konsep transaksi jual beli menggunakan akad Bai‟ Al-

urbun, manfaat dari transaksi jual beli melalui akad Bai‟ Al-Urbun, perspektif 

akad Bai‟ al urbun terhadap jual beli melalui pembayaran indent pada 

showroom di Kota Banda Aceh.  

Bab empat, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan 

penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang 

berkenaan dengan rumusan penelitian diatas. 
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BAB DUA 

KONSEP JUAL BELI DAN AKAD BAI’ AL URBUN 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli  

Jual beli (al-bai‟) secara bahasa adalah pertukaran barang dengan barang 

(barter). Jual beli merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut transaksi 

dua sisi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.
25

 Menurut Sayid 

Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (an-

taradin) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan 

tidak melanggar prinsip Syari‟ah.
26

  

Sayid Sabiq memberi penjelasan mengenai maksud harta yaitu semua 

yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam definisi lain disebutkan yang 

dimaksud dengan harta yaitu meliputi segala benda berwujud ataupun tidak 

berwujud dan dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum.
27

 

Sedangkan dalam definisi yang kedua “memindahkan kepemilikan dengan 

adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar Syari‟ah disini berarti 

barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, yaitu 

dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya misalnya uang 

rupiah dan lain-lain sebagainya.
28

 Secara istilah (terminologi) berdasarkan 

pendapat para ulama pengertian jual beli antara lain sebagai berikut :  

a. Iman Hanafi 

 Imam Hanafi membagi definisi jual beli ke dalam dua macam. Dalam 

arti umum jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan 

                                                             
25

 Imam mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016), hlm. 21. 
26

 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2015), hlm 167. 
27

 Chairuman Pasaribu Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet. 1, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1994), hlm. 34 
28

 Ibid. 
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perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau 

semacamnya menurut cara yang khusus. Sedangkan dalam arti khusus, jual 

beli adalah tukar menukar harta dengan harta.
29

  

b. Imam Maliki 

 Imam Maliki juga menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu 

arti umum dan khusus. Arti umum jual beli adalah timbal balik atas selain 

manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Arti khusus jual beli 

adalah timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati 

kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan 

bukan perak, objeknya harus jelas dan bukan hutang. 

c. Imam Syafi‟i  

 Jual beli menurut syara‟ adalah suatu akad yang mengandung tukar 

menukar harta dengan harta, harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti 

untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu 

selamanya. 

d. Imam Hambali 

 Menurut imam Hambali jual beli adalah tukar-menukar harta dengan 

harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah 

untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.
30

 

 Berdasarkan pemaparan dari berbagai definisi diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa jual beli secara terminology atau istilah adalah tukar-

menukar harta dengan harta biasanya berupa barang dengan uang yang 

dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk 

memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan 

dan uang pengganti barang tersebut. 

 

                                                             
29

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 

175. 
30

 Ibid, hlm. 175-177. 
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2. Dasar Hukum Jual Beli  

a. Dalil Al-Quran 

Q.S. Al-Baqarah ayat 275 

لِكَ بِِنَ ههُمْ الهذِينَ يََْكُلُونَ الرّبَِِ لََ يَ قُومُونَ  يْطاَنُ مِنَالْمَسِّ ۚ ذَٰ إِلَه كَمَا يَ قُومُ الهذِي يَ تَخَبهطوُُ الشه
ُ الْبَ يْعَ وَحَرهمَ الرّبَِِ ۚفَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَ  اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الرّبَِِ ۗ وَأَحَله اللَّه بوِِّ فَانْ تَ هَ ٰٰ قَالُوا إِنَّه

ئِكَ أَصْحَابُ النهارِ ۖ ىُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَ لَوُ مَا سَلَفَ وَأَ  مْرهُُ إِلََ اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَفَأُولَٰ  

Artinya:  

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah : 275) 
31

 

 

Q.S. An-Nisa‟ ayat 29  

نَكُمْ  امَْوَالَكُمْ  كُلُوْا لََتََ  امََنُ وْا الهذِيْنَ  يََاَيَ ُّهَا اَنْ  بِِلْبَاطِلْ  بَ ي ْ  تَراضٍ  عَنْ  تَِِارَةً  تَكُوْنَ  اِلَه
رَحِيْمَا بِكُمْ  كَانَ  اللَ  اِنه  انَْ فُسَكُمْ  وَلََتَ قْتُ لُوْا مِنْكُمْ   

Artinya :  

“Hai orang-orang yang beriman, Jangan kamu memakan harta-harta 

saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan 

jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan 

kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha 

Pengasih kepadamu”. (Q.S. An-Nisa‟: 29)32 
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b. As-Sunnah  

Dalam hadits Rasulullah SAW juga disebutkan tentang 

diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadits Rasulullah yang menyatakan :  

ٍَ عَمَلُ عَنْ رفَِاعَةَ بْنِ راَفعٍ أَنه النهبِه  صَله ٰ اللَّه عَلَيْوِ وَسَلهمَ سُئِلَ أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَا
رُوْرٍ   الرهجُلِ بيَِدِهِ وكَُلُّ بَ يْعٍ مَب ْ

Artinya :  

Dari Rifa‟ah bin Rafi‟i RA bahwasanya Nabi SAW pernah 

ditanya,“Pekerjaan apa yang paling baik?”, maka Beliau menjawab : 

“Pekerjaanseseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli 

yang baik.” (H.R.Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim). 
33

 

 

c. Ijma‟ 

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa 

jual beli itu hukumnya diperbolehkan (mubah) apabila di dalamnya telah 

terpenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan syariat. Pada 

umumnya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan 

orang lain. Alasan inilah yang kemudian dianggap penting, karena dengan 

adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang 

diperlukan dari orang lain.
34

 Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana 

penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual 

beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam 

jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa 

Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan 

disyariatkannya jual beli.
35

 

B. Rukun dan Syarat Jual Beli  

1. Rukun Jual beli 
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 Dalam suatu transaksi jual beli keempat rukun ini harus dipenuhi, sebab 

apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak 

dikategorikan sebagai transaksi jual beli.
36

 Menurut jumhur ulama rukun dalam 

jual beli terdiri dari:  

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)  

b. Sighat (lafal ijab dan qabul)  

c. Ada barang (objek) yang dibeli.  

d. Ada nilai tukar yang sah sebagai pengganti barang  

2. Syarat Sah Jual Beli  

Menurut Jumhur ulama dalam transaksi jual beli yang dilakukan antara 

penjual dan pembeli keduanya harus memenuhi syarat sebagai berikut:
37

 

a. Syarat Orang yang berakad (pembeli dan penjual) 

 Pembeli dan penjual haruslah berakal, baligh dan orang yang 

berbeda. Orang yang berakal dan baligh yaitu bukan anak kecil, orang 

gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai dalam mengendalikan 

harta sekalipun harta tersebut miliknya.
38

 

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul  

  Lafadh Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan kabul 

adalah ungkapan menjual dari penjual. Sedangkan yang terkait dengan 

ijab qabul sendiri, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan 

kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat saat akad berlangsung yang 

mana ijab qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang 

bersifat mengikat kedua belah pihak.
39

 

c. Syarat yang diperjualbelikan (objek) 
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1) Objek yang diperjualbelikan harus bersih dan suci. Haram 

hukumnya menjual barang yang haram seperti halnya jual beli 

khamar (minuman keras), bangkai, dan babi karena ketiganya 

merupakan barang najis.  

2) Barang itu ada, dan dapat diserahterimakan. Dengan ketentuan ini 

maka barang yang tidak dapat diserahterimakan tidak sah untuk 

diperjual belikan, sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan 

dianggap sama saja sesuatu yang tidak ada. Seperti barang masih 

dalam masa agunan, menjadi sengketa, ikan yang masih di laut.  

3) Barang dapat dimanfaatkan dan berfaedah bagi manusia, milik 

seseorang. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya 

sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan 

sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat 

dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, 

dinikmati suaranya serta dipergunakan untuk keperluan yang 

bermanfaat.
40

 

d. Syarat nilai tukar (harga barang) 

1) Harga dan jumlah barang harus disepakati kedua belah pihak  

2) Nilai tukar barang dapat diserahkan saat transaksi jual beli 

berlangsung.  

3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Al-Muqayadah (nilai 

tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang) 

dan tidak boleh ditukar dengan barang haram.
41

 

 

C. Pengertian dan Dasar Hukum Bai’ Al-Urbun 

1. Pengertian Bai‟ Al-Urbun 
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Jual beli urbun adalah jual beli dengan menggunakan syarat perjanjian. 

Dalam transaksi ini, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus 

dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini berfungsi sebagai refleksi dari 

kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang, penjual merasa untuk 

meminta uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh- sungguh atas 

transaksi yang dilakukan.
42

  

 Uang muka dalam istilah fiqih dikenal dengan al-Urbuun (ون عرب  (.ال

Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, Urbaan 

ان) ان) Urbaan ( ‟الأرب عرب ون) dan Urbuun (ال  Secara bahasa artinya yang .( الأرب

jadi transaksi dalam jual beli. „Al Arabun dengan difathahkan huruf „Ain dan 

Ra‟nya. Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau 

menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya 

kemudian menyatakan “apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai 

pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali 

darimu”. Dikatakan Al „Urbun dengan wazan „Ushfur dan Al „Urbaan dengan 

huruf nun asli.  

Jual beli ini dapat diberi gambaran seperti memberikan sejumlah uang 

yang dibayar dimuka oleh pembeli kepada penjual. Bila transaksi itu 

dilanjutkan, maka uang muka itu akan termasuk ke dalam harga pembayaran. 

Namun bila transaksi batal, maka uang muka menjadi hibah milik si penjual.  

Beberapa Ulama memberikan gambaran tentang transaksi jual beli urbun 

diantaranya :  

a. Iman An-Nawawi : “Apabila seseorang menyerahkan uang muka kepada 

pengrajin sepatu atau pengrajin cincin, atau penjahit pakaian, kemudian 

apabila pesanan selesai dan jual beli disepakati maka uang muka termasuk 
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bagian dari harga dan apabila tidak maka uang muka dianggap hangus dan 

menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut” 
43

. 

b. Ibnu Qudamah : “Pembeli membeli dari sejumlah uang sebesar satu dirham 

atau lebih untuk uang tersebut adalah sebahagian daripada harga jual apabila 

pembeli memutuskan untuk meneruskan akad jual belinya. Apabila pembeli 

memutuskan untuk tarik diri (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut 

menjadi hak dari si penjual”.
44

 

c. Ibnu Rusd : “Uang muka yang diberikan kepada si penjual dengan syarat 

kalau akad berlanjut, maka uang muka tersebut adalah sebagian dari harga 

jual, atau kalau akad tidak berlanjut, maka uang muka menjadi hak si 

penjual”.
45

 

d. Imam Malik : Mendefinisikan urbun ketika seorang lelaki membeli seorang 

budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau 

penyewa “saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya 

mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapa pun jumlah yang telah 

saya bayarkan kepada mu, terhitung sebagai sebagian dari harga yang saya 

bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi   ini, maka sejumlah 

uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya 

kewajiban apa pun dari pihakmu kepada saya”
46

. 

e. Wahbah Az-Zuhaili : “Seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar 

satu dirham saja sebagai kecil dari harga barang kepada penjual, dengan 

syarat apabila jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan 

itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun apabila tidak terjadi jual 
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beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) 

bagi penjual” 
47

.  

 Berdasarkan pemahaman dari jumhur ulama diatas dapat disimpulkan 

bahwa dalam transaksi urbun itu selalu memiliki syarat dalam transaksinya yaitu 

apabila transaksi dilanjutkan maka uang muka atau panjar akan terhitung 

sebagai harga dan apabila transaksi batal atau tidak dilanjutkan maka uang 

panjar akan menjadi hibah bagi si penjual. Berikut ciri-ciri bai al-„urbun apabila 

diliat secara prinsipnya: 

a. Pembeli memiliki hak untuk membuat pilihan apakah akan membeli 

barang untuk jangka waktu tertentu atau tidak. 

b. Penjual tidak memiliki hak untuk menjual kepada pembeli lain, bahkan 

apabila ditawarkan dengan harga lebih tinggi dan berkewajiban untuk 

menunggu periode yang dijanapabilan untuk menerima uang muka. 

c. Harga barang telah disepakati bersama. Hal ini dapat dilihat berdasarkan 

perjanjian mereka bahwa apabila proses jual beli selesai, maka 

pembayaran di muka dianggap sebagai bagian dari harga barang. 

d. Ada periode yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk memastikan 

atau tidak membeli barang. 

Oleh karena itu, agar transaksi jual beli itu bisa dianggap sebagai kontrak 

al-urbun, keempat fitur tersebut harus dipenuhi. Di sisi lain, apabila keempat 

fitur tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap berada di luar 

kategori transaksi bai‟ al-urbun.
48

 

2. Dasar Hukum Bai‟ Al-Urbun 

Mengenai hukum dari jual beli panjar para ulama berbeda pendapat 

tentang hukum kebolehannya. Menurut jumhur fuqahā selain mazhab Hanbali, 

sistem jual beli urbūn hukumnya tidak sah.  
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a. Bai‟ Al-Urbun Tidak Sah  

Kalangan ulama yang tidak meperbolehkan jual beli dengan sistem ini 

adalah mayoritas ulama selain Imam Ahmad dan pengikutnya yang terdiri dari 

Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi‟i. Imam 

Abu Hanifah beserta muridnya menyimpulkan jual beli dengan sistem panjar 

atau uang muka hukumnya tidak boleh, dikarenakan termasuk jual beli yang 

fasid (rusak). Sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Fatawa al Safdiy, 

kemudian Imam malik mengatakan bahwa jual beli dengan sistem uang muka 

termasuk kedalam jenis jual beli yang batal.  

Bersamaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Amr bin Abd 

al Baar dalam kitabnya At Tahmid. Abu Umar berkata : “Kelompok ulama Hijaz 

dan Irak, diantaranya adalah Imam Syafi‟i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, al 

Auza‟i dan al Laits menyatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar (bai‟ al 

„urbun ) termasuk jual beli yang mengandung judi, penipuan, dan memakan 

harta orang lain tanpa adanya imbalan dan juga bukan termasuk pemberian 

hibah”.
49

 Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana 

firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 :  

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ إِلَه أَنْ تَكُونَ تَِِارَةًعَنْ تَ رَاضٍ  مِنْكُمْ ۚ  يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لََ تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًاوَلََ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ ۚ إِنه   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. 

Oleh karena itu hukum jual beli dengan uang muka adalah tidak sah 

menurut kesepakatan ulama (ijma). Adapun „illat yang terdapat dalam larang 

jual beli dengan sistem panjar ini adalah karena terdapat dua syarat yang 

dianggap fasid (rusak), yaitu :  
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1) Adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu 

hilang (tidak bisa kembali) apabila pembeli tidak jadi membeli barang 

tersebut (pembelian tidak diteruskan) 

2) Mengembalikan barang kepada si penjual, apabila penjualan 

dibatalkan.
50

 

 Dalil yang dijadikan argumen oleh para ulama yang tidak 

memperbolehkan jual beli dengan sistem panjar ini adalah hadits riwayat Ibnu 

Majah no 2183 yaitu :  

ثَ نَا مَالِكُ بْنُ أنََسٍ  ارٍ حَده ثَ نَا ىِشَامُ بْنُ عَمه ٍَ بَ لَغَنِِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍعَنْ أبَيِوِ عَنْ حَده قَا
ُ عَلَيْوِ وَسَلهمَ نَ هَ ٰ عَنْ بَ يْعِ الْعُرْبَِنِ  هِ أَنه النهبِه صَله ٰ اللَّه  جَدِّ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Hisyam bin Ammar) berkata, 

telah menceritakan kepada kami (Malik bin Anas) berkata, telah sampai 

kepadaku dari ('Amru bin Syu'aib) dari (Bapaknya) dari (Kakeknya) 

berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan 

sistem 'Urban (membeli dengan cara panjar, jika gagal uang tidak 

kembali)."
51

  

Kualitas hadits tersebut menurut Husein Afnah sebagaimana dikutip Abu 

Hisyam al Din al Tharfawi adalah termasuk dhoif (dalam hadits tersebut ada 

rawi yang tidak disebutkan namanya), sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. 

Pendapat lain menyebutkan jual beli dengan sistem panjar (bai‟al-urbun) 

diharamkan karena didalamnya terdapat syarat yang rusak (fasid). Abu Hisam al 

Din al Tharfawi mengomentari syarat yang rusak (fasid) dalam muamalah 

adalah syarat yang menghalalkan suatu yang diharamkan dan mengharamkan 

sesuatu yang di halalkan. Jual beli dengan sistem panjar bai‟ al-urbun 

mengandung ketidak jelasan (gharar) terhadap pembeli. Oleh karena itu jual beli 

ini termasuk bai‟ al gharar dan itu dilarang oleh syariah. 
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b. Bai‟ Al-Urbun Sah  

Imam madzhab yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar 

hanyalah imam Ahmad bin Hanbal beserta dengan murid-muridnya. Hal ini 

didasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar 

itu menerapkan asas kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara 

seorang penjual dan seorang pembeli. Jual beli dengan sistem panjar juga terjadi 

atas karena adanya keinginan dan kebutuhan terhadap suatu barang tetapi tidak 

memiliki kemampuan untuk membeli secara tunai. Jadi, bai' al- urbun menurut 

ulama hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam 

bermuamalah dan diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut 

pertimbangan 'urf (adat kebiasaan).
52

 Adapun landasan hukum yang dijadikan 

hujjah oleh para ulama yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar adalah 

Firman Allah SWT :   

لِكَ  يْطاَنُ مِنَالْمَسِّ ۚ ذَٰ الهذِينَ يََْكُلُونَ الرّبَِِ لََ يَ قُومُونَ إِلَه كَمَا يَ قُومُ الهذِي يَ تَخَبهطوُُ الشه
ُ الْبَ يْعَ وَحَرهمَ الرّبَِِ ۚ اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الرّبَِِ ۗ وَأَحَله اللَّه فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبوِِّ بِِنَ ههُمْ قَالُوا إِنَّه

ئِكَ أَصْحَابُ النهارِ ۖ ىُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   فَانْ تَ هَ ٰٰ فَ لَوُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلََ اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَفَأُولَٰ
Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual 

beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah [2]: 275)
53

 

Kandungan ayat di atas bersifat umum, yaitu berhubungan dengan halal 

haramnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas dari Al-quran maupun 
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hadist yang melarangnya. Dalam bai' al-'urbun tidak ditemukan dalil shahih 

yang berhubungan dengan keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, jual 

beli tersebut secara hukum adalah mubah boleh karena zatnya (mubah 

lidzatihi).
54

 

Sedangkan dalil lain riwayat dari Nafi‟ bin „Abd al-Harits, yang 

mengkisahkan Umar bin Khattab r.a pernah melakukannya :  

جْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أمَُيهةَ, فَإِنْ رَضِيَ ْعَنْ نََفِعِ بْنِ الحارث, أَنه  ُُ اشْتَ رَى لِعُمَرَ دَارَ السِّ
اّ ُُ كَذَا وَ كَذَ ْعُمَرُ , وَ إِلََفَلَ   

Artinya : Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah 

bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah seharga 

empat ribu dirham, (dengan ketentuan) apabila Umar suka jual beli 

dilakukan. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian 

dan sekian. 

Berdasarkan cerita tersebut Imam Ahmad berpendapat bahwa jual beli 

dengan uang muka sah dilakukan karena Umar pernah melakukannya. Riwayat 

hadist ini juga dijadikan alasan oleh Imam Ahmad bin Hanbal untuk 

membolehkan bai‟ al-„urbun.  

Pendapat ini didukung oleh qaul assahabi yang membenarkan akan 

hujjah tersebut. Dikisahkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni 

bahwa apabila pembeli membayar kepada penjual satu dirham sebelum jual beli 

dan berkata, “Jangan jual barang ini kepada orang lain. Kalau ternyata nanti aku 

tidak jadi membelinya maka satu dirham ini untukmu”. Selanjutnya dia jadi 

membeli dengan akad baru dan yang satu dirham tadi masuk sebagai hitungan 

uang muka, maka jual beli dianggap sah. Sebab, jual beli ini bersih dari syarat-

syarat yang merusak. Ada kemungkinan jual beli yang dilakukan Umar di atas 

seperti ini bentuknya. Ini dipahami demikian untuk menyelaraskan semua hadis 
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yang ada dengan qiyas serta pendapat para ulama yang menolak jual beli 

urbun.
55

 

Bai‟al-urbun tidak dapat disamakan dengan jual beli yang mengandung 

perjudian (maysir), sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan rugi 

didalamnya. Ketidakjelasan dalam jual beli al-urbun tidak sama dengan 

ketidakjelasan dalam perjudian. Ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua 

transaktor berada diantara untung dan rugi, sedangkan dalam transaksi al-urbun 

penjual tidak merugi atau untung. Jual beli dengan uang muka ini menyerupai 

syarat hak pilih, penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari 

atau dua hari dan itu diperbolehkan dalam syariat.  

 

3. Keputusan Lembaga Fiqih Islam (Majma 'al-Fiqh al-Islamiy) Tentang Hukum 

Bai' al-'urbun 

  Lembaga Fiqih Islam (Majma 'al-Fiqh al-Islamiy (di Mekkah al-

mukarramah yang didirikan oleh Rabithah al-Alam al-Islami (Organisasi 

Konferensi Islam/OKI). Dalam muktamar yang ke-8 yang diselenggarakan di 

Syiria pada tanggal 1-7 muharram tahun 1414 H (21-27 Juni 1993 M., 

memutuskan hukum bai' al-'urbun sebagai berikut:  

a. Yang dimaksud dengan bai' al-urbun (jual beli sistem panjar ) adalah 

menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si 

penjual, dengan syarat apabila jadi mengambil barang itu maka uang 

muka termasuk dalam harga yang harus dia bayar. Namun kalau ia tidak 

jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik si penjual. 

Selain berlaku untuk jual beli, bai' al-urbun juga berlaku untuk sewa-

menyewa (al-ijarah). Karena sewa-menyewa termasuk akad jual beli atas 

manfaat. Akan tetapi bai al-urbun dikecualikan untuk jual beli salam, 

barter komoditi riba fadhal dan money changer.  
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b. Bai' al-urbun diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan 

panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli jadi 

membeli barang tersebut atau uang panjar dihitung dari harga barang. 

Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang panjar menjadi milik 

penjual.
56

 

Dari uraian di atas pendapat yang kuat menurut Abu hisam al Din al-

Tharfawi adalah pendapat mereka yang membolehkan bai' al-urbun. Hadist 

yang diargumenkan oleh Imam Malik dam Imam Syafi'i terkait larang bai‟ al-

urbun tidak bisa dijadikan hujjah karena hadist tersebut termasuk hadist dhaif. 

Adapun kebolehan mengenai bai' al-urbun ini telah diakui oleh sahabat dan 

tabiin sebagaimana telah disebutkan di atas, dan tidak ada sahabat Rasulullah 

SAW, yang menolak kebolehannya.  

Dalam hal ini pendapat sahabat lebih diutamakan daripada pendapat 

lainnya. Dengan demikian menurut penulis bai‟ al „urbun merupakan bentuk 

muamalah yang didalamnya terdapat rekayasa (hailah) yang diperbolehkan oleh 

syariat Islam. Karena didalamnya mengandung keadilan dan kemaslahatan bagi 

kedua belah pihak dan dapat dibenarkan pula oleh hukum Islam. Sesuai dengan 

prinsip hukum Islam, yakni menarik kemaslahatan dan menegakan keadilan.  

 

D. Pengertian dan Dasar Hukum Indent  

1. Pengertian Indent  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Indent diartikan sebagai 

pembelian barang dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu. 
57

 

Indent dapat juga diartikan sebagai keadaan dimana pembeli menunggu barang 

dipesan yang mana penjual sedang mengusahakan untuk mendapatkan barang 

tersebut. Hal diartikan bahwa barang yang dipesan pembeli saat itu belum ada 
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atau barang tersebut sudah ada tetapi belum dalam penguasaan penjual. Oleh 

karena itu, indent dapat diartikan sebagai janji untuk terjadinya jual beli di 

kemudian hari.  

Sistem indent biasanya banyak digunakan dalam perjanjian jual beli 

kendaraan. Sistem indent digunakan dengan alasan jumlah barang hanya tersedia 

dalam stoknya terbatas, hal ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan dari 

pembeli atau adanya perbedaan antara ketersediaan barang dengan permintaan 

pembeli. Oleh karena itu, penjual kemudian menggunakan sistem indent untuk 

memudahkan proses jual beli. Tahapan dalam sistem indent yaitu meliputi :  

a. Adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai pemesanan 

barang (kendaraan), yang diwujudkan dalam penandatanganan. formulir 

pemesanan barang (kendaraan) oleh kedua belah pihak (prakontraktual). 

Dalam tahap ini harga sudah ditetapkan (masih dalam negoisasi) dan 

dapat berubah sewaktu-waktu, biasanya pembeli kemudian diwajibkan 

untuk membayar uang panjar atau uang muka (done payment).  

b. Penandatanganan formulir janji penyerahan barang (kendaraan) oleh 

pihak, formulir ini berisi janji penjual untuk menyerahkan barang 

(kendaraan) yang dipesan oleh pembeli, yang meliputi hari, tanggal dan 

tempat penyerahan. Pada tahap ini harga barang (kendaraan) telah 

ditentukan secara pasti, sehingga baik dari pembeli dan penjual telah 

sepakat mengenai harga dan barang (lahirnya jual beli).  

c. Barang sudah dalam penguasaan penjual dan siap untuk diserahkan 

kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan. Sebelum diserahkan, 

pembeli diharuskan melunasi kekurangan pembayaran barang 

(kendaraan) tersebut.
58

 

Objek perjanjian jual beli dengan indent adalah barang yang akan ada  
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relatif, sebab barang (kendaraan) tersebut pada saat terjadinya kesepakatan jual 

beli antara para pihak sudah ada tetapi, belum berada dalam penguasaan penjual 

(masih harus dipesan). Tahap ini biasanya dinamakan indent (memesan terlebih 

dahulu) yang dipersamakan dengan tahap pra kontraktual. Setelah penjual dan 

pembeli sepakat tentang harga dan barang, barulah melahirkan perjanjian jual 

beli, walaupun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.
59

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perjanjian jual beli dengan objek 

barang yang akan ada termasuk dalam golongan perikatan dimana waktunya 

dapat ditentukan sebab dalam indent jangka waktu penyerahan barang telah 

ditentukan sebelumnya oleh para pihak. Masa indent menandakan bahwa 

perjanjian ini termasuk perjanjian dengan ketepatan waktu.
60

 

2. Dasar Hukum Indent  

Jual beli secara indent dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1333 KUH 

Perdata yang menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai 

pokok atas suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Tidaklah menjadi 

halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat 

ditentukan atau dihitung dan Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan “Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya”. Barang yang seketika belum ada (toekomstige zaken) dapat 

menjadi objek suatu persetujuan. Istilah belum ada dapat berarti mutlak 

(absolut) seperti halnya dalam jual beli mobil, penjual dapat menjual mobil 

dengan memesan terlebih dahulu (indent).  

Namun dalam perjanjian jual beli secara indent adanya unsur uang panjar 

atau uang muka. Panjar ini dikenal dalam Hukum Barat yang sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1464 KUH Perdata, umumnya diberikan oleh pembeli dalam 

wujud sejumlah uang tertentu sebagai tanda pengikat untuk kemudian hari yang 

dibuat dalam perjanjian jual beli yang kemudian dengan memesan terlebih 
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dahulu atas suatu barang (kendaraan) yang akan dibeli atau yang diinginkan oleh 

pembeli.
61

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan syarat khusus 

mengenai barang (benda) yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli 

yaitu barang yang diperjanapabilan haruslah berupa barang-barang dapat 

diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata) serta barang tersebut adalah 

miliknya sendiri. Berdasarkan hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa benda yang 

akan ada (relatif atau absolut) dapat menjadi objek dalam perjanjian jual beli. 

Rasionya adalah bahwa perjanjian jual beli saja berdasarkan sitem KUH Perdata 

belumlah mengalihkan hak milik atas barang sebelum dilakukan penyerahan 

(levering). Oleh karena itu, meskipun barang yang menjadi objek itu belum ada 

perjanjian jual beli tetap dapat dilaksanakan. Hal ini diperkuat dengan ketentuan 

Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “Barang-barang 

yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.
62

 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada larangan dari pembentuk 

undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) untuk menjadikan 

barang yang akan ada (relatif atau absolut) sebagai objek perjanjian, asalkan 

barang tersebut dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata) dan barang 

tersebut adalah miliknya sendiri. 

 

E. Dampak Positif dan Negatif Transaksi Bai’ Al-Urbun dalam 

Perekonomian 

 Dalam masyarakat kita mengenal ada banyak istilah untuk penyebutan 

uang muka. Ada yang mengenalnya dengan istilah uang panjar, uang tanda jadi, 

uang awal dan banyak lagi. Dalam bahasa arab uang panjar (uang muka) dikenal 

dengan istilah al-'urbun. Transaksi dengan sistem uang panjar ini, menjelaskan 

kepada kita bahwa pembeli mengikat dirinya sendiri untuk membeli dan 
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memberikan uang panjar sebagai jaminan untuk barang yang akan dibelinya. 

Apabila ia memenuhi kontrak, maka simpanan uang panjar tersebut akan 

dimasukkan kedalam harga pembelian, bila dibatalkan maka uang panjar akan 

menjadi milik di penjual. Simpanan uang panjar memiliki beberapa tujuan :  

1. Simpanan uang panjar menunjukan kesungguhan pembeli, yang 

mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar. 

2. Simpanan uang panjar menutupi resiko yang ditanggung penjual dan 

sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya 

kontraknya gagal.
63

 

Transaksi bai‟ al urbun sudah menjadi tradisi dan sudah menjadi unsur 

komitmen dalam hubungan bisnis serta menjadi hajat (kebutuhan mendesak) 

dalam setiap transaksi yang terjadi pada perekonomian masa kini. Transaksi bai‟ 

al urbun juga terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi  

tidak adanya kemampuan untuk membeli secara tunai maka pembeli dapat 

memberikan uang panjar terlebih dahulu agar dapat memperoleh barang yang 

diinginkan.  

Meskipun hukum  bai‟ al-urbun masih menjadi perdebatan para ulama 

namun menurut ulama hanabilah bai‟ al-urbun termasuk jenis jual beli yang 

mengandung kepercayaan dalam bermuamalah dan diperbolehkan atas dasar 

kebutuhan hajat menurut pertimbangan 'urf (adat kebiasaan). Bai‟ al-urbun 

merupakan bentuk muamalah yang didalamnya terdapat rekayasa (hailah) yang 

diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena didalamnya mengandung keadilan dan 

kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan dapat dibenarkan pula oleh hukum 

Islam. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, yakni menarik kemaslahatan dan 

menegakan keadilan.  

Kegunaan bai‟ al-urbun dalam perdagangan masa kini dapat menyokong 

diterimanya transaksi ini oleh adat dan perundangan. Hal ini karena bai‟al-
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urbun adalah transaksi kontrak yang digunakan untuk memudahkan penglibatan 

dalam transaksi atau untuk memastikan pembeli tidak berubah fikiran setelah 

membuat kontrak,seperti yang terjadi dalam jual beli mobil dengan system 

indent. Hal ini karena penjual yang mempunyai barang mempunyai tujuan untuk 

menjual dan terpaksa menunggu hingga pembeli mengesahkan kontraknya. 

Dalam hal ini penjual akan kehilangan peluang untuk menjual barang pada 

orang lain, dan uang panjar bisa menjadi jaminan untuk si penjual. Sedangkan 

dari sisi pembeli, pembeli dapat memperoleh barang yang diinginkan tanpa 

harus merasa takut barang tersebut akan dibeli oleh orang lain.  

Transaksi bai‟al-urbun cukup memudahkan masyarakat untuk 

mendapatkan barang yang ingin dimilikinya, namun karena transaksi ini 

termasuk dalam jenis jual beli yang mengandung kepercayaan hal ini tidak 

menutup kemungkinan apabila salah satu pihak melakukan hal yang 

menyebabkan kerugian. Kedua pihak dianjurkan berhati-hati dalam melakukan 

transaksi ini agar terhindar dari kerugian.  
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BAB TIGA 

TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN PEMBAYARAN INDENT PADA 

SHOWROOM-SHOWROOM DI KOTA BANDA ACEH 

 

A. Gambaran Umum Showroom di Kota Banda Aceh 

1. Showroom Mitsubishi Arista 

 Mitsubishi Arista merupakan salah satu unit bisnis ARISTA Group yang 

beroperasi di bawah PT. Arista Sukses Mandiri. Mitsubishi Arista merupakan 

dealer resmi Mitsubishi yang bergerak dalam bidang penjualan dan pelayanan 

purna jual kendaraan baru roda empat merek Mitsubishi. Dealer Resmi 

Mitsubishi Arista yang pertama hadir di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur 

dengan fasilitas 3S. Dalam showroom, tersedia fasilitas lounge untuk 

memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam kunjungan ke showroom dan 

pilihan produk yang lengkap untuk membantu pengenalan akan produk yang 

ditawarkan mobil Mitsubishi. Bengkel dengan fasilitas 6 stall yang 

diperlengkapi dengan berbagai fasilitas, peralatan berteknologi dan tim Bengkel 

bersertifikasi akan memastikan layanan bengkel yang cepat dan aman bagi para 

pelanggan kendaraan Mitsubishi.  

Dealer Resmi Mitsubishi Arista yang ke dua hadir di Jalan Prof DR 

Mohd Hasan Gp.Lampeuneurut Gp. Kec Darul Imarah, Aceh dengan fasilitas 

3S. Dalam showroom, tersedia fasilitas lounge untuk memberikan kenyamanan 

bagi pelanggan dalam kunjungan ke showroom dan pilihan produk yang lengkap 

untuk membantu pengenalan akan produk yang ditawarkan mobil Mitsubishi. 

Dealer ini memiliki layanan penjualan yang lengkap Mobil yang bermerek 

mitsubishi sales counter dan sales lounge. Dealer juga menyediakan fasilitas test 

drive untuk memberikan kesempatan bagi calon konsumen untuk merasakan 

langsung sensasi mengemudi kendaraan Mitsubishi. 

Untuk layanan service, dealer ini telah dilengkapi fasilitas servis 

umum  Mitsubishi  yaitu pelayanan service dengan khusus kendaraan merek 
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mitsubishi yang pemeriksaan secara umum seperti penggantian oli kendaraan, 

dll. Bengkel memiliki kapasitas servis hingga 22 kendaraan per hari. Selain 

layanan service konsumen dalam kondisi mendesak yang membutuhkan service 

di lokasi tertentu. Dealer ini siap memenuhi kebutuhan konsumen akan 

ketersediaan suku cadang Mitsubishi. Dealer diharapkan dapat menjangkau 

konsumen kendaraan penumpang Mitsubishi di kota Banda Aceh dan sekitarnya 

untuk penjualan Mitsubishi Motors. Selain penjualan, dealer ini diperisapkan 

untuk memberikan layanan  jual dan ketersediaan khusus mobil  Mitsubishi 

bermacam macam merek yang jelas mitsubishi triton,Xpander pajero sport.
64

 

2. Showroom Toyota PT Dunia Barusa 

 Toyota adalah sebuah pabrik mobil terbesar di dunia dalam unit sales 

dan net sales yang menghasilkan 8-8,5 juta unit mobil di seluruh dunia tiap 

tahunnya. Di Indonesis PT. Toyota-Astra Motor atau biasa disingkat dengan 

TAM merupakan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Mobil Toyota dan 

Lexus. TAM merupakan perusahaan joint venture antara PT. Astra International 

yang selalu melangkah kedepan untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik 

dan kebahagiaan bagi semua. Sebagai wujud komitmen Toyota Mendirikan PT. 

Dunia Barusa di Aceh yang merupakan pilot project implementasi pedoman 

desain interior baru outlet Toyota, yang dikeluarkan TAM tahun 2007, untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas dan berupaya untuk dapat lebih dekat 

dengan konsumen dalam memberikan produk, yang memiliki standar fasilitas 

Toyota dan juga dipercaya memberikan pelayanan penjualan dan purnajual 

(VSP) Toyota di bawah PT Astra International-Toyota Sales Operation.
65

 

Dunia Barusa adalah satu-satunya dealer Resmi Toyota di Provinsi Aceh, 

yang  mulai didirikan pada 01 Februari 1985. Showroom Dunia Barusa pertama 

sekali didirikan di kota Lhokseumawe yang terletak di wilayah Kabupaten Aceh 
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Utara, tepatnya di Jalan Merdeka No.76, Lhokseumawe.  Sejak saat itu 

kepercayaan masyarakat ingin memiliki kendaraan roda empat dengan 

merk Toyota di Aceh semakin meluas dan kami pun terus menerus melakukan 

perbaikan dari sisi pelayanan, baik pelayanan dari sisi penjualan (Sales) maupun 

pelayanan dari sisi purna jual (After Sales Service) kepada Customer, tentunya 

hal ini bisa terwujud dengan usaha dan do'a kami sebagai Tim serta adanya 

dukungan dari PT. Toyota Astra Motor. Tahun 2008 Showroom Toyota 

dibangun di kota Banda Aceh kemudian membangun Showroom Toyota di Kota 

Meulaboh, di tahun 2016, tepatnya di Kabupaten Aceh Barat.
66

ceh tersebut. 

3. Showroom Suzuki 

PT. Armada Banda Jaya adalah bergerak dibidang penjualan mobil 

Suzuki merupakan Main Dealer Resmi Suzuki Mobil di Provinsi Aceh dan 

merupakan salah satu unit bisnis dari New Armada Group yang memiliki anak 

perusahaan lebih dari 40 perusahaan. Sejarah PT. Armada Banda Jaya dimulai 

pada bulan Februari 2010 dengan lokasi showroom beralamat di Jalan 

Muhammad Hasan No. 88 Lampeuneurut. Showroom ini memiliki fasilitas 

showroom 3 S (Sales, Service dan Spare Parts) yang jauh lebih baik dengan 

tujuan dan harapan memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan 

konsumen Suzuki mobil di Aceh.  

Diluar kota Banda Aceh, Suzuki saat ini memiliki 2 outlet, yaitu di 

Bireuen dan Meulaboh. Aceh merupakan wilayah yang sangat potensial, dengan 

wilayah yang luas dan keanekaragaman hasil bumi serta tingkat pendapatan 

yang cukup tinggi membuat kami tertarik untuk mengembangkan usaha di Aceh. 

Hal ini telah dibuktikan dengan perolehan penjualan di tahun 2012 dengan 

penjualan sebesar 167 unit dari total pasar sebesar 1.547 unit. Suzuki telah 
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berhasil mencapai market share 10,8 %, yang menempatkan Suzuki berada 

diurutan ke 3.
67

 

B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Mobil dengan Pembayaran Indent pada 

Showroom-Showroom di Kota Banda Aceh  

Tingginya minat masyarakat untuk memiliki mobil baru dengan segala 

fasilitas, mengakibatkan tidak adanya mobil yang sudah siap pada showroom. 

Akibat permintaan customer atas type dan warna mobil yang diinginkan lebih 

banyak dari stock barang pada dealer maka  pihak showroom menawarkan 

kepada customer dengan jual beli menggunakan sistem indent (pesan). Customer 

akan memesan terlebih dahulu mobil sesuai dengan yang diinginkan dengan 

membayar sejumlah uang muka sebagai tanda jadi dan jaminan atau keseriusan 

untuk mendapatkan nomor urutan atau indentan.  

Dalam konteks jual beli sistem indent, transaksi jual beli akan 

dituangkan dalam sebuah kontrak. Pihak-pihak yang disebutkan dalam kontrak 

harus menyetujui akan syarat dan ketentuan, sehingga mencapai kesepakatan 

yang kuat. Demikian juga halnya pada proses pelaksanaan perjanjian jual beli 

mobil dengan sistem indent pada showroom-showroom di Banda Aceh. Pada 

dasarnya mekanisme indent di showroom Mitsubishi, Toyota dan Suzuki itu 

sama hanya saja yang membedakannya besaran uang panjar, hal ini tergantung 

pada ketentuan perusahaan tersebut.  

Tahapan pertamanya sales akan prospek maksudnya sales akan 

menjelaskan mengenai produk yang diinginkan oleh customer. Setelah customer 

mengetahui dan mencapai kata sepakat untuk membeli, maka pihak customer 

diminta untuk mengisi Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang didalamnya 

tertulis identitas customer, merek, type, warna, jumlah unit yang dinginkan 

pihak customer serta syarat dan ketentuan perusahaan. Setelah mencapai 

kesepakatan pihak customer diharuskan membayar panjar atau uang tanda 
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sebagai ikatan atau keseriusan pihak customer untuk mendapatkan nomor urutan 

atau indenan.
68

 

Besaran panjar biasanya ditentukan oleh pihak perusahaan, di showroom 

Mitsubishi panjar yang harus diberikan sebesar Rp.5000.000 untuk semua jenis 

unit, namun apabila customer ingin memberikan lebih juga bisa, tinggal nanti 

uangnya dipotong dengan harga mobil. Pada showroom Toyota besaran panjar 

yang harus dikeluarkan oleh customer adalah Rp.5000.000 namun untuk unit 

tertentu seperti unit Alphard besaran panjarnya Rp.10.000.000.
69

 Sedangkan 

pada showroom Suzuki besaran yang harus diberikan sebesar Rp.5000.000 

namun untuk tertentu seperti Jimmy besaran panjar yang diminta bisa setengah 

dari harga mobil paling rendah Rp. 10.000.000. semakin langka unitnya maka 

semakin besar panjar yang harus diberikan. 
70

 

Setelah semua terisi dan tertulis serta telah ditanda tangani oleh kedua 

belah pihak atau lebih selanjutnya, akan diserahkan ke register guna pendaftaran 

untuk urutan indent kemudian disesuaikan dengan barang pesanan customer 

dengan suplai barang dari head office, setelah itu customer tinggal menunggu 

hingga mobilnya tersedia sesuai dengan waktu yang tertera dalam kontrak. 

Ketika mengisi SPK customer harus memenuhi dan melengkapi 

persyaratan yang diminta oleh pihak showroom, biasanya pihak showroom 

memberi pilihan kepada customer terkait dengan proses pembayaran. Pertama 

pembayaran dapat dilakukan cara cash (tunai) dan kedua dengan cara kredit 

(angsur). Pembayaran secara tunai dilakukan dengan memberikan uang muka 

sebesar Rp.3000.000 kepada sales kemudian sales akan menguranginya dengan 

harga beli mobil. Khusus untuk yang melakukan pembelian dengan cara kredit 
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itu hubungannya dengan Financial Service (leasing) dan lebih banyak yang 

harus dilengkapi. Adapun persyaratannya adalah :  

1. Pembelian dengan cara cash (tunai) 

a. Mengisi Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) 

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);  

c. Menandatangani pengajuan faktur.  

2. Pembelian secara kredit (angsur) 

a. Mengisi Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) 

b. Kartu Tanda Pengenal (KTP), Suami dan Istri;  

c. Kartu Keluarga (KK) 

d. Data keuangan 

e. Bukti kepemilikan rumah atau domisili. 

Pada dasarnya tujuan dari setiap orang yang melakukan perdagangan 

adalah untuk mendapatkan keuntungan atas barang yang di perdagangkannya 

dari setiap customer. Strategi yang di terapkan pihak showroom agar tidak 

mengalami kerugian dari kedua belah pihak saat transaski dengan menggunakan 

sistem indent adalah dengan memberikan pemahaman diawal kepada customer 

terkait pasal-pasal (kesepakatan) yang akan di sepakati bersama. Salah satunya 

terkait uang tanda jadi dan harga yang dapat berubah sewaktu waktu. Strategi 

tersebut menurut pihak produsen sudah cukup kuat untuk membuat kedua pihak 

terhindar dari kerugian. Karena pihak showroom sudah menyampaikan ke 

customer dari awal, apabila customer menyetujui silahkan indent, dan apabila 

tidak menyetujui dari pihak showroom tidak memaksa customer untuk indent.  

Namun hal ini tidak menutup kemungkinan apabila sewaktu-waktu 

terjadi hal yang diluar dugaan dan membuat salah satu pihak membatalkan 

kontrak. Apabila terjadi pembatalan kontrak di tengah transaksi maka 

penyelesaiannya tergantung aturan yang telah diatur oleh masing-masing 

showroom. Apabila pembatalan sepihak yang disebabkan oleh konsumen maka 

uang panjar yang telah diberikan akan dikembalikan 50% hal ini sesuai dengan 
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yang tercantum dalam SPK namun apabila pembatalan terjadi karena pihak 

showroom uang akan dikembalikan secara penuh. Ada dua faktor yang 

menyebabkan pembatalan sepihak yaitu internal dan eksternal. Faktor 

internalnya apabila konsumen menemukan sales yang menawarkan mobil 

dengan harga yang lebih murah maka konsumen otomatis akan beralih. Faktor 

eksternalnya apabila terjadi musibah yang tak terduga seperti bencana alam dan 

meninggal dunia.
71

 

 

C. Perspektif Akad Bai’ Al-urbun Terhadap Jual Beli dengan Pembayaran 

Indent pada Showroom-Showroom di Kota Banda Aceh  

Islam menghalalkan segala usaha perdagangan atau jual beli, jasa, dan 

bisnis namun untuk pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara Islam, dituntut 

menggunakan tata cara khusus sebagaimana seharusnya seorang muslim 

berusaha dibidang usaha bisnis agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT 

di dunia dan akhirat. Aturan utama usaha bisnis Islam adalah dilakukan sesuai 

etika dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Diharapkan dengan menggunakan 

dan mematuhi etika bisnis islam tersebut, suatu usaha bisnis dan seorang muslim 

akan maju dan berkembang pesat selalu mendapatkan berkah Allah di dunia dan 

akhirat.  

Bai‟ al- urbun adalah salah satu praktek jual beli yang saat ini 

berkembang di masyarakat. Praktek jual beli ini dilakukan dengan cara 

membayar panjar terlebih dahulu, transaksi ini banyak dipraktekkan pada 

transaksi jual beli mobil dengan system indent. Salah satu unsur dalam jual beli 

system indent adalah memberikan uang panjar sebagai tanda atau sebagai 

jaminan. Objek perjanjian jual beli dengan indent adalah barang yang akan ada 

relatif, sebab barang (kendaraan) tersebut pada saat terjadinya kesepakatan jual 

beli antara para pihak sudah ada tetapi, belum berada dalam penguasaan penjual 

                                                             
71

 Hasil wawancara dengan Wahyudi, sales showroom Mitsubishi pada tanggal 25 

Agustus 2021 



47 

 

 
 

(masih harus dipesan). Jual beli indent merupakan salah satu bentuk dari jual 

beli perikatan dimana penjual dan pembeli mengikatkan diri dengan suatu 

kontrak yang mana dalam istilah jual beli mobil biasa disebut dengan SPK. 

Dalam SPK ini dijelaskan semua tentang poin-poin yang harus customer pahami 

termasuk mengenai uang panjar atau tanda jadi. Setelah customer paham dan 

menyetujui semua ketentuan dalam SPK barulah akan terjadi proses transaksi. 

  Hukum bai‟ al- urbun masih menjadi perdebatan dikalangan ulama 

klasik, hanya imam Hambali yang memperbolehkan jual beli ini. Jumhur ulama 

berpendapat bahwa dalam transaksi ini terdapat unsur gharar, spekulasi dan 

perjudian. Namun apabila ditinjau, unsur gharar yang terdapat dalam kontrak 

bai‟ al-urbun yaitu berkaitan tempoh masa adalah menyamai khiyar syarat. 

Apabila dilihat melalui pengertian khiyar syarat menurut pandangan Abu 

Hanifah, Zufar, dan Syafi‟i mengatakan tidak boleh lebih daripada tiga hari. 

Sebagaimana sabda Rasullullah SAW :  

ٍَ النهبُِّ صَله ٰ الل عَلَيْوِ وَسَلهمَ: إِذَا أنَْتَ بَِيَ عْتَ فَ قُلْ لََ خِلََبةََ. ثُُه أنَْتَ فِِ كُلِّ سِلْعَةٍ   قَا
ٍٍ فَإِنْ  رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْىَا عَلَ ٰ صَاحِبِهَا ابْ تَ عْتَ هَا بِِلْْيَِارِ ثَلََثَ لَيَا  

“Engkau berhak berkhiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli 

selama tiga malam, apabila engkau suka maka ambillah apabila tidak 

maka kembalikan kepada pemiliknya”. (HR. Ibnu Majah) 

 Abu Hanifah dan para ulama‟ Mazhab Hanbali mengatakan bahwa masa 

khiyar adalah mengikut persetujuan kedua pihak yang berkontrak biarpun ia 

lebih daripada tiga hari, ini disebabkan khiyar diperundangkan untuk memberi 

masa dan peluang berbincang, yang kadang-kadang tidak memadai tiga hari. 

Menurut ulama Maliki khiyar diharuskan mengikut kadar yang diperlukan. Ia 

berbeda menurut perbedaan keadaan. Seperti halnya dalam praktek jual beli 

mobil dengan pembayaran indent (uang muka), tempo waktu disini mengikuti 

sesuai dengan jenis unit yang dipesan dan ditentukan berdasarkan keadaan saat 

itu.  
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 Mengenai adanya unsur spekulasi, sebelum transaksi berlangsung pihak 

showroom telah menyebutkan mengenai kenaikan harga mobil sewaktu-waktu, 

dan dalam hal ini berarti pihak customer telah menyetujui segala konsekuensi 

yang akan terjadi saat transaksi berlangsung. Pada umumnya bai‟ al urbun 

merupakan jual beli yang didasarkan pada asas kerelaan atau suka sama suka. 

Jual beli pada dasarnya haruslah atas suka sama suka, sebagaimana hadist yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah no 2176 : 

ثَ نَا عَبْدُالْعَزيِزِ بْنُ مَُُ  دٍ حَده ثَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مَُُمه مَشْقِيُّ حَده ثَ نَا الْعَبهاسُ بْنُ الْوَليِدِ الدِّ دٍ عَنْ حَده مه
عْتُ  ٍَ سََِ ٍُ اللَّهِ صَله ٰ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِِِّ عَنْ أبَيِوِ قَا ٍَ رَسُو ٍُ قَا أَبَِ سَعِيدٍالْْدُْريِه يَ قُو

اَ الْبَ يْعُ عَنْ تَ رَاضٍ  ُ عَلَيْوِ وَسَلهمَ إِنَّه  اللَّه

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Al Abbas bin Al Walid Ad 

Dimasyqi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Marwan bin 

Muhammad) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdul Aziz bin 

Muhammad) dari (Dawud bin Shalih Al Madini) dari (Bapaknya) 

berkata: aku mendengar (Abu Sa'id) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "sesungguhnya jual beli hanya bisa 

dilakukan atas dasar suka sama suka (saling ridha)." 

Terkait pendapat yang menyamakan jual beli urbun dengan jual beli 

yang mengadung perjudian (maysir), kedua transaksi ini jelas berbeda. Bai al 

urbun tidak mengandung  spekulasi antara untung dan rugi didalamnya. 

Ketidakjelasan dalam jual beli al-urbun tidak sama dengan ketidakjelasan dalam 

perjudian. Ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor berada 

diantara untung dan rugi, sedangkan dalam transaksi al-urbun penjual tidak 

merugi atau untung. Jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih, 

penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari 

dan itu diperbolehkan dalam syariat.  

 Jual beli pada dasarnya hukumnya mubah sampai ada hadist yang jelas 

melarangnya. Sampai saat ini belum ada hadist yang jelas terkait pelarangan dari 

bai al-urbun. Kalangan ulama kontemporer membolehkan jual beli urbun. 
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Dalam prakteknya rukun dan syarat transaksi bai' al-'urbun sama saja dengan 

jual beli lainnya yaitu adanya pihak yang melakukan transaksi (penjual dan 

pembeli), objek yang diperjual belikan, adanya nilai tukar pengganti barang, dan 

sighat (ijab qabul). Hanya saja transaksi ini memiliki syarat khusus yang 

menjadi sebab transaksi diperbolehkan. Bai‟ al-urbun menjadi sah apabila 

transaksi dibatasi oleh waktu tertentu, uang panjar itu dihitung sebagai bagian 

dari pembayaran apabila transaksi dilanjutkan dan apabila  tidak dilanjutkan 

maka uang panjar menjadi milik penjual.
72

 

 Berdasarkan keputusan Majma „al-Fiqh al-Islamy bai‟al-urbun 

dibolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, uang panjar dimasukan sebagai 

bagian dari pembayaran bila transaksi berlanjut, dan uang panjar menjadi milik 

penjual apabila transaksi tidak berlanjut. Transaksi pembayaran indent yang 

berlangsung pada showroom di Banda Aceh menerapkan ketiga aspek yang 

menjadi syarat kebolehan bai‟ al-urbun.  

1. Dibatasi Waktu Tertentu 

Berdasarkan data yang diperoleh transaksi jual beli mobil dengan 

pembayaran indent yang dilakukan beberapa showroom di Banda Aceh 

menerapkan ketentuan ini. Showroom menentukan tempo dalam menunggu 

mobil ready dan sampai ke customer itu selama biasanya 2-3 bulan namun 

waktu ini dapat berubah tergantung situasi dan kondisi ketika proses pemesanan 

berlangsung. Untuk jenis unit tertentu tempo sampainya mobil bisa berbeda dan 

menjadi lebih lama. Tempo waktu yang ditentukan di showroom Toyota 

sebelum terjadinya wabah pandemi covid di showroom tersebut adalah 1 bulan 

namun, ketika pandemi covid terjadi customer harus menunggu selama 120 hari 

atau 4 bulan.
73

 Tenggat waktu yang ditentukan di showroom Mitsubishi 

tergantung dengan jenis unitnya, jika unitnya ready maka customer bisa 
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langsung mendapatkan mobil namun jika tidak ready maka customer diharuskan 

menunggu tergantung dimana posisi stok mobil, biasanya customer harus 

menunggu selama 1-2 bulan, begitu pula dengan showroom Suzuki.  

Pada showroom Suzuki unit yang paling lama inden adalah unit Jimmy 

hal ini disebabkan karena mobil Jimmy merupakan produk rakitan langsung 

Jepang serta pemasarannya ke seluruh dunia maka prosesnya akan lebih lama, 

tempo waktunya bisa sampai 2 tahun. Pada showroom Mitsubishi unit yang 

paling lama inden adalah unit Xpander hal ini disebabkan karenanya banyaknya 

minat customer terhadap mobil ini menyebabkan banyaknya antrian indenan. 

Tempo waktu terhadap  unit ini biasanya 3-4 bulan. Sedangkan pada showroom 

Toyota unit yang lama inden adalah unit Land Cruiser hal ini disebabkan karena 

banyaknya minat pembeli terhadap mobil ini. Tempo waktu menunggu unit ini 

adalah 3-4 tahun.
74

 

2. Panjar Dimasukan Sebagai Harga Jual Mobil. 

Uang panjar yang diserahkan oleh customer akan menjadi bagian dari 

harga mobil, seperti saat bapak Zia membeli mobil Pajero Sport dengan harga 

Rp. 594.500.000 dan memberi uang panjar sebesar Rp. 5000.000, karena beliau 

melakukan transaksi pembayaran cash maka beliau tinggal membayar sisa dari 

pengurangan harga mobil dan uang panjar yaitu sebesar 589.500.000.
75

 Namun 

apabila pembayaran dilakukan secara kredit customer harus proses kepada 

leasing terlebih dahulu, setelah leasing menyetujui kreditnya baru pihak 

showroom akan memproses transaksinya. Sisa dari pembayaran mobil akan 

dilanjutkan ke leasing bukan ke showroom. Setiap showroom menerapkan 

ketentuan ini, uang panjar yang diberikan customer akan masuk kedalam harga 

mobil. Semakin besar uang panjar yang diberikan customer maka semakin 

sedikit sisa yang harus dibayarkan saat mobil telah ready. 
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3. Uang Panjar Menjadi Milik Penjual Apabila Transaksi tidak Dilanjutkan  

  Ada banyak hal yang menyebabkan tidak berlanjutnya suatu transaksi 

jual beli, bisa disebabkan oleh customer bisa juga karena pihak showroom. 

Apabila pembatalan sepihak disebabkan oleh konsumen maka uang panjar yang 

telah diberi akan dikembalikan 50% hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam 

SPK namun apabila pembatalan disebabkan oleh pihak showroom, misalnya 

seperti keterlambatann dalam sampainya barang atau kendala lain, maka uang 

akan dikembalikan secara 100% kepada customer.  

Menurut salah satu sales ada banyak kasus pembatalan sepihak saat transaksi 

sedang berlangsung. 

“Ada dua faktor yang menyebabkan pembatalan sepihak yaitu internal dan 

eksternal. Faktor internalnya seperti customer menemukan sales yang 

menawarkan mobil dengan harga yang lebih murah maka konsumen otomatis 

akan beralih kepada sales yang menawarkan harga lebih murah, atau customer 

tidak diizinkan membeli mobil tersebut oleh keluarga atau istrinya. Apabila hal 

ini terjadi makan pihak sales akan mengusahakan untuk mengembalikan uang 

panjar secara 50%. Faktor eksternalnya apabila terjadi musibah yang tak 

terduga seperti bencana alam dan meninggal dunia. Apabila terjadi hal seperti 

ini maka uang panjar akan dikembalikan penuh 100%”.
76

 

Dalam hal ini dapat ditinjau bahwa proses pembayaran indent atau 

pembayaran uang panjar yang dilakukan pada transaksi jual beli mobil di 

showroom Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang terdapat dapat dalam 

akad bai‟al-urbun. Dimana pihak showroom sebelum menerima uang panjar 

menjelaskan mengenai jangka waktu, keterikatan uang muka dan apa yang akan 

terjadi apabila kontrak dibatalkan secara sepihak. Hal ini semuanya tertuang 

dalam SPK, saat customer telah setuju dengan semua ketentuan-ketentuan 

tersebut transaksi berlangsung. 
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 Hasil wawancara dengan Wahyudi sales Mitsubishi Arista pada tanggal 25 Agustus 

2021 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Setelah dilakukan kajian, analisis terhadap pembahasan-pembahasan 

pada bab-bab, berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dan tujuan 

penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Mekanisme pembayaran indent pada showroom di Kota Banda Aceh 

dimulai dengan pengenalan produk oleh pihak showroom (sales) 

kemudian akan customer diminta mengisi Surat Pemesanan Kendaraan 

(SPK) serta memahami kesepakatan yang tertera dalam surat tersebut. 

Kemudian customer diharuskan membayar uang muka sebesar 

Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dari transaksi 

tersebut.  

2. Transaksi jual beli mobil dengan pembayaran indent yang dilakukan 

pada showroom di Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang 

terdapat dalam syarat bolehnya akad bai‟ al-urbun. Syarat 

diperbolehkannya bai‟ al-urbun yaitu : adanya tempo waktu, uang panjar 

masuk kedalam harga barang, dan apabila transaksi dibatalkan uang 

panjar menjadi milik penjual.  

 

B. Saran 

 Setelah penyusun melakukan penelitian dan membahas serta kesimpulan 

yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan saran -saran 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pihak perusahaan atau pihak showroom tidak hanya 

memberikan estimasi waktu penyerahannya, akan tetapi hendaknya 

memberikan kepastian waktu dan jelas dalam penyerahan barang. 



53 

 

 
 

2. Bagi pihak pembeli diharapkan teliti dan memahami betul akan suatu 

ketentuan dan syarat yang tertera dalam kontrak serta mengecek 

kembali kesesuaian barang yang diperoleh nantinya.  

3. Skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan adanya keterbasan 

sumber dan pemahaman penulis. Peneliti selanjutnya diharapkan 

untuk meneliti transaksi inden atau bai‟ al-urbun dengan intrumen 

ekonomi islam lainnya. Hal ini karena seiring perkembangan zaman 

ekonomi islam pun akan turut berkembang. Jadi, diharapkan bagi 

penulis selanjutnya untuk terus menggali hukum terkait bai‟ al-

urbun. 
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